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ABSTRAK 

ANDI NUR REZKY LESTARI, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah 
yang Mengalami Bencana Alam di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tangah. 
(dibimbing Sri Susyanti dan Kahar Lahae). 

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui status hukum tanah sengketa yang 
mengalami bencana alam di kota palu dan Untuk mengetahui peran 
pemerintah daerah dan penegak hukum dalam penyelesaian sengketa tanah 
yang mengalami bencana alam di kota palu. 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Balaroa dan Kelurahan Lere, Kecamatan 
Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan menggunakan tipe 
penilitian yuridis-empiris. Data yang diperoleh berasal dari data primer dan 
sekunder. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian 
lapangan dan penelitian kepustakaan. Data diolah berdasarkan rumusan 
masalah secara kuantitatif dan dianalisis secara deskriptif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) untuk mengetahui timbulnya sengketa 
tanah yang diakibatkan  bencana alam di Kecamatan palu barat dengan 
mengajukan mediasi kembali. Bila mediasi telah selesai dengan membuat 
kesepakatan-kesepakatan para pihak maka hakim dapat membuat 
Penetapan Akta Perdamaian yang memiliki kekuatan hukum eksekutorial, 
sama dengan halnya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 
karena dalam penetapan akta perdamaian mengandung irah-irah “Demi 
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” tetapi bila objek hukum 
atau tanahnya dapat ditemukan lagi maka para pihak tetap melanjutkan 
perkara dengan cara melakukan pengukuran kembali maupun pengembalian 
batas-batas tanah. (2) peran pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan 
pertanahan yang mengalami bencana alam, yaitu membuat produk hukum. 
Produk hukum berupa peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan hukum 
berdasarkan hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 
kewenangan pemerintah sebagai penanggung jawab, yaitu Penetapan 
kebijakan penanggulanan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan 
nasional dan Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan 
unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana. Peranan Penegak hukum, 
yaitu bekerja sama dengan BPN dan BPBD Kota Palu untuk melakukan 
pengawasan saat membuat batas-batasan tanah, melakukan pengawasan 
pengukuran kembali terhadap tanah yang bersengketa, dan juga menjadi 
penengah bila terjadi konflik antara pihak-pihak pada saat proses 
pelaksanaan di lapangan. 

Kata Kunci : Sengketa Tanah, Bencana Alam, Penyelesaian Sengketa, status 
Hukum, Pemerintah, Penegak Hukum
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ABSTRACT 

ANDI NUR REZKY LESTARI, Juridical Review of Land Dispute Settlement in 
Land Impacted by Natural Disaster in Palu City, Central Sulawesi Province. 
(supervised by Sri Susyanti and Kahar Lahae). 

This study aims to find out the legal standing of land dispute that was impacted 
by natural disasters in Palu city as well as to find out the government’s role and 
law enforcer in solving the dispute in land impacted by natural disasters in Palu 
city. 

This study was conducted in Balaroa urban village and Lere urban village, West 
Palu subdistrict, Central Sulawesi Province, using juridical-empirical research 
methods. Data was obtained from primary and secondary data. Researchers 
used data collecting techniques through data field research and literature 
study. Data was processed quantitatively based on problems and analyzed 
descriptively after. 

Study findings showed (1) to finded out the emergence of land disputes caused 
by natural disasters in West Palu District by filing for mediation again. If the 
mediation has been completed by making the agreement of the parties, the 
judge can make a Settlement Deed which has executive legal force, as well as 
the court judgment that has permanent legal force, because in establishing the 
Settlement Agreement, it contains the verses “Demi Keadilan Berdasarkan 
Ketuhanan yang Maha Esa” But if the legal object or the land can be found 
again, the parties will continue the case by re-measuring or returning the 
boundaries of the land plot. (2) The government’s role in solving the land 
dispute impacted by natural disasters is by establishing legal products. The 
legal products aforementioned consisted of rules or legal policies based on 
applicable law. Based on the Law of the Republic of Indonesia No. 24 the Year 
2007 about Disaster Management, the government’s authority is to be the 
responsible person/party, who establishes the policy of disaster management 
under the national development policy and makes a development planning that 
adds disaster management policy elements. The role of a law enforcer is to 
cooperate with the Indonesian National Land Office (BPN) and Regional Board 
of Disaster Management (BPBD) of Palu city to supervise the remeasurement 
of disputed land, as well as becoming the mediator should there any conflict 
occur between parties during its implementation. 

Keywords: Land dispute, natural disaster, dispute settlement, legal standing, 

government, law enforcer 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Tanah merupakan salah satu unsur utama dalam kehidupan manusia 

dan tanah juga salah satu sumber kekayaan alam yang memiliki fungsi 

penting bagi pembangunan perekonomian masyarakat Indonesia. “Tanah 

sangat diperlukan sebagai tempat tinggal maupun untuk sebagai kegiatan 

usaha yang semakin bervariasi sesuai dengan perkembangan ekonomi, 

sosial, budaya dan teknologi. Selain itu, tanah merupakan salah satu 

bagian dari kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Aktifitas kehidupan 

manusia selalu dilakukan di atas tanah, sehingga setiap saat manusia 

berhubungan dengan tanah”1 

  Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 

1945 menyatakan; “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat.”2  Oleh karena itu, Pengelolaan tanah dapat 

dilakukan oleh siapa saja dan untuk segala kepentingan selama dalam 

batas-batas hukum berlaku. Pengaturan tentang tanah diatur dalam 

                                                             
1 Marihot Pahala Siahaan, 2003, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, Hal. 1 
2 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 



2 
 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang biasa 

disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). 

  UUPA memuat hak-hak menguasai dari negara atas tanah yang bersifat 

publik dan bersumber dari hak bangsa Indonesia. Hak Menguasai Negara 

atas Tanah berisi wewenang sebagaimana dimuat dalam pasal 2 ayat (2) 

UUPA, yaitu : 

a. Untuk Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. 

b. Untuk Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 

antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. 

c. Untuk Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 

antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 

bumi, air dan ruang angkasa.3 

 Tanah merupakan salah satu kebutuhan manusia yang berfungsi 

mensejahterakan hidup manusia yang dapat membantu kehidupan sehari-

hari, biasanya masyarakat menggunakan tanah sebagai pijakan untuk 

membangun rumah tempat tinggal, sebagai lahan untuk membuat mata 

pencaharian seperti bertani, dan kegiatan lainnya yang dapat 

mensejehterahkan masyarakat tetapi Indonesia memiliki keterbatasan 

persediaan tanah atau wilayah yang dimana memberikan dampak 

                                                             
3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 
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berbagai macam permasalahan, yakni permasalahan dalam pertanahan. 

“Oleh karena itu untuk dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan 

rakyat, maka dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah yang 

merupakan bagian dari sumber daya alam harus dilaksanakan secara 

bijaksana dan dalam pengelolaannya diserahkan kepada negara. Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA 

secara ideologis mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kaum 

petani Indonesia. Hal ini dikarenakan sejak berlakunya UUPA, secara 

yuridis formal ada keinginan yang sangat kuat untuk memfungsikan hukum 

agraria nasional masyarakat dalam rangka masyarakat adil dan makmur.” 

Sering kali karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, 

tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa 

antar manusia, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah 

semakin meningkat, namun persediaan tanah relatif tetap. Sengketa tanah 

dalam masyaratkat setiap tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di 

seluruh daerah di Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan 

  Permasalahan pertanahan adalah suatu permasalahan yang lumayan 

sulit  dan membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaian 

permasalahannya. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa permasalahan 

pertanahan cukup menyulitkan karena terkait berbagai aspek kehidupan 

bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya, akan tetapi 
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juga harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan, lainnya agar 

penyelesaian persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu 

keresahan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat.4 

  Salah satu faktor terjadinya Permasalahan Pertanahan di Indonesia, 

yaitu Bencana alam. Adapun bencana alam yang dimaksud antara, gempa 

bumi, tsunami, tanah longsor, banjir dan Bencana Alam lainnya yang 

mengakibatkan kehancuran di suatu wilayah. Berdasarkan keadaan yang 

telah terjadi, kejadian bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi 

sangat membahayakan masyarakat di wilayah pesisir pantai, maupun 

daerah yang tata letaknya jauh dari wilayah pesisir. Dampak dari suatu 

bencana alam diantara lain, yaitu kematian, hilangnya aset-aset berharga, 

rusaknya sarana dan prasarana umum, gangguan pada jalur ekonomi dan 

bisnis, atau hilangnya objek-objek hukum. 

  Daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang rentan terhadap terjadinya 

bencana alam seharusnya memiliki suatu tindakan preventif dan mitigasi 

untuk menghadapi kejadian pra bencana alam gempa bumi, tsunami, dan 

likuifaksi maupun pasca bencana alam agar dapat mengurangi resiko 

kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat bencana alam dengan 

                                                             
4 Abdurrahman, 1999, Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan, 
Transmigrasi dan Pengairan, Bandung : Alumni, Hal 13. 
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berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan bencana. 

Sejak awal tahun 2017 hingga tahun 2020, Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat telah terjadi 1,636 kejadian 

bencana di Indonesia. Kejadian bencana di Indonesia semakin meningkat 

dari tahun ke tahun. Sebanyak 95% merupakan bencana 

hidrometeorologi, yaitu bencana yang dipengaruhi cuaca, seperti: Tanah 

Longsor, Putting Beliung, Banjir, Gempa Bumi, Kebakaran Hutan dan 

Lahan, Gelombang Pasang, dan Letusan Gunung Merapi.  Dari kejadian 

tersebut, jumlah korban meninggal atau Hilang mencapai 60 orang, korban 

luka-luka sebanyak 35 orang, dan korban mengungsi dan menderita 

sebanyak 545,329 orang. Sementara itu, kerusakan yang diakibatkan 

bencana ini yakni 9.107 rumah rusak, 55,266 unit terendam, ribuan 

fasilitas kesehatan, pendidikan, dan peribadatan rusak. Di lain pihak, ada 

jutaan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Jumlah 

masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, zona sedang hingga 

merah, mencapai 63,7 juta jiwa.5 

  Pada tahun 2018, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah telah mengalami 

Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi yang mengakibatkan 

                                                             
5 Situs resmi Pemrintahan https://bnpb.cloud/dibi/, pada hari Minggu, Tanggal 28 Mei 2020, 
Pukul 11.43 WITA 

https://bnpb.cloud/dibi/
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Kerusakan-kerusakan yang sangat parah, menimbulkan banyak korban 

jiwa, dan hilangnya pemukiman dan seluruh objek yang diatas tanah akibat 

terjadinya tsunami dan terjadinya likuifaksi di beberapa daerah yang tanah 

daratan musnah berubah menjadi lumpur. 

 Wilayah yang berdampak dari bencana alam gempa bumi, tsunami dan 

likuifaksi untuk segara dilaksanakan agar mengembalikan pembangunan 

ekonomi dan pemerintahan. Berdasarkan data kondisi bangunan akibat 

bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi tahun 2018 di 

kecamatan Palu Barat  kondisi bangunan yang mengalami rusak berat 

1.233 bangunan, rusak sedang 1.105 bangunan, rusak ringan 1.149 

bangunan, dan bangunan yang hilang 1.034. untuk status lahan hak milik 

yang mengangalami kerusakan sebanyak 4. 491 dan Untuk status tanah 

hak sewa yang mengalami kerusakan sebanyak 30. Total keseluruhan 

kerusakan akibat bencana alam di wilayah kecamatan palu barat, yaitu 

gempa bumi sebanyak 2.691 kerusakan, tsunami sebanyak 286 

kerusakan, dan likuifaksi sebanyak 1.544 kerusakan. 

  Pembangunan rekontruksi wilayah yang terkena dampak bencana alam 

dapat dilaksankan secara khusus dengan melibatkan berbagai pihak. 

Untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan wilayah kota palu di 

perlukan pengaturan-pengaturan atau kebijakan-kebijakan yang 

mempunyai kewewenangan dan tanggung jawab secara menyeluruh 
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untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan 

evaluasi pelaksanan. 

  Apabila melihat dari status hukum dan fisik atas tanah, terdapat 

beberapa masalah pertanahan yang terjadi pasca bencana alam, antara 

lain sebagai berikut :6 

1. Tanah masih ada, tetapi tidak memiliki tanda batas pada persil 

bidang tanah. 

2. Tanah masih ada, tetapi administrasi dokumen pembuktian hak 

atas tanah hilang. 

3. Tanah masih ada, tetapi pemilik hak atas tanah ikut hilang pada 

saat bencana alam tsunami terjadi. 

4. Bukti kepemilikan hak atas tanah masih ada, tetapi bentuk tanah 

telah mengalami perubahan pada bentuk fisik atau tanah 

musnah akibat terjadinya bencana alam dan sama sekali tidak 

dapat dikuasai secara fisik dan/atau tidak depat dipergunakan 

lagi sesuai dengan fungsinya. 

 Adapun permasalahan yang muncul akibat bencana alam tsunami di 

kota palu provinsi Sulawesi tengah salah satunya, yaitu Musnahnya tanah 

atau hilangnya objek hukum yang sedang dipersengketakan oleh 

pengadilan negeri Kota Palu. Yang dimana Bencana ini menimbulkan 

komplikasi permasalahan dalam hal penataan dan penemuan kembali 

identitas tanah hak milik, karena hancurnya batas-batas tanah, dan 

hilangnya bukti-bukti atas kepemilikan tanah akibat bencana gempa bumi. 

                                                             
6 Afifuddin Manan dan Amrullah, Hak Pemilikan Atas Tanah (Studi Kasus di Gampong Alue 
Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh), www.theacehinstitute.org diunduh pada Hari 
Rabu, 23 Oktober 2019, jam 19.44 WIB, Hal. 7 
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Surat-surat kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat turut hilang karena 

ikut terendam tanah pada saat bencana itu terjadi. 

   Sengketa pertanahan di Indonesia bukan merupakan hal yang baru dan 

masih terjadi sampai saat ini. Pada awalnya sengketa pertanahan hanya 

terjadi antara para pihak perseorangan, tapi saat ini sengketa pertanahan 

sudah terjadi di semua sektor kehidupan masyarakat, seperti sektor 

kehutanan, sektor pertambangan sampai pada wilayah tambak pesisir 

selama ini sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui jalur 

pengadilan maupun jalur luar pengadilan.7 Begitupula dalam konteks 

permasalahan pertanahan yang terjadi akibat adanya bencana alam, 

terjadinya perubahan suatu kondisi geografis dan kondisi pertanahan tentu 

saja akan melahirkan suatu persengketaan hak atas pertanahan. 

   Sengketa tanah merupakan salah satu fenomena sosial yang bersifat 

universal, dan menjadi bagian yang integral serta esensial dalam 

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu sengketa tidak perlu dilihat 

sebagai gejala patologis yang bersumber dari tingkah laku yang abnormal, 

atau indikasi dari sesuatu kekacauan dalam dinamika kehidupan 

masyarakat, karena setiap komunitas masyarakat mempunyai kapasitas 

untuk menciptakan norma-norma dan mekanisme-mekanisme tersendiri 

                                                             
7 Elsa Syahrief, 2012, Menuntaskan Sengketa Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, 
Jakarta: Kepustakaan Popular Gramedia, Hal. 4. 
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untuk meyelesaikan sengketa yang muncul untuk pergaulan sosial warga 

masyarakat, seperti sengketa terkait tanah.8 

   Untuk itu penyelesaian atas sengketa tanah yang terjadi akibat adanya 

peristiwa bencana alam di Kota Palu haruslah diselesaikan tidak hanya 

mengacu pada ketentuan hukum yang berkaitan dengan aspek sengketa 

tanah semata, namun juga melibatkan peran unsur penyelenggara negara 

dalam hal ini adalah unsur pemerintahan terkait hal ini dikarenakan 

Permasalahan pertanahan merupakan masalah yang cukup rumit hingga 

peranan pemerintah tentunya sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan 

sengketa tanah tersebut demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum. 

   Di Lain Sisi, Proses hukum untuk menyelesaikan sengketa tanah yang 

diakibatkan oleh timbulnya bencana alam khususnya di kota palu 

kebanyakan masih menggunakan jalur litigasi atau jalur persidangan pada 

lembaga peradilan di Pengadilan Negeri setempat hanya akan menambah 

beban kerja lembaga peradilan, meskopun dapat diselesaikan melalui jalur 

mediasi, hanya saja masyarakat Indonesia lebih memilih jalur peradilan 

karena jalur mediasi memakan biaya yang cukup tinggi. Untuk itu perlu 

adanya upaya pemerintah terkait guna melahirkan suatu kebijakan-

kebijakan berkenaan penyelesaian sengketa tanah yang dapat 

                                                             
8 Salaman Maggalatung dan Amrizal Siagian, 2015, Pengantar Studi Antropologi Hukum 
Indonesia, Jakarta : Press Uin. Hal 213 
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memberikan kemudahan terhadap masyarakat. Oleh karena itu 

pengkajian aspek yuridis dengan menggunakan data-data hukum yang 

sesuai dengan persengketaan hak pertanahan yang diakibatkan oleh 

terjadinya bencana Alam. 

   Untuk itulah Penulis menganggkat judul Tinjauan Yuridis Terhadap 

Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Mengalami Bencana Alam di 

Kota Palu diharapkan dari judul tersebut dapat dirumuskan suatu 

kesimpulan yang berkenaan dengan perbaikan dan akselerasi regulasi 

dalam pengaturan hak pertanahaan dan persengketaan hak pertanahan 

yang terjadi atas suatu objek pertanahan pada lokasi bencana alam 

khususnya di kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas 

maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :  

1. Mengapa timbul sengketa tanah diakbatkan bencana alam di kota 

palu ? 

2. Bagaimana peran pemerintah daerah dan aparat penegak hukum 

dalam menangani penyelesaian sengketa tanah yang mengalami 

bencana alam di kota palu ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Selain rumusan permasalahan yang diuraikan sebelumnya dalam 

penelitian ini juga memiliki tujuan yaitu : 

1. Untuk mengetahui penyebab timbul sengketa tanah yang 

diakibatkan bencana alam di kota palu 

2. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dan aparat penegak 

hukum dalam penyelesaian sengketa tanah yang mengalami 

bencana alam di kota palu. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun tentang kegunaan penelitian diuraikan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan kontribusi bagi 

pengembangan hukum khususnya pemerintah daerah dan aparatur 

negara di kota palu 

2. Menjadi bahan acuan dan masukan bagi para pihak yang terkait 

dalam penyelesaian sengketa yang mengalami Bencana Alam di 

kota palu 

E. Orisinalitas Penelitian. 

Penelitian ini membahas terkait tinjauan yuridis terhadap penyelesaian 

sengketa tanah yang mengalami bencana alam di kota palu. Peneliti dapat 

mengemukakan beberapa referensi yang dijadikan acuan dalam mengkaji 

masalah terkait dengan judul tersebut, yaitu : 
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1. Andi Nadia Muntu, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Tesis-

2020), kepemilikan hak atas tanah yang terkena dampak bencana 

alam di kelurahan petobo kota palu provinsi Sulawesi tengah.  

Rumusan Masalah : 

1) Bagaimana hubungan hukum kepemilikan hak atas tanah yang 

terjadi pergeseran tempat (land slide) terhadap korban bencana 

kota palu ? 

2) Bagaimanakah upaya yang telah dilakukan Kementrian Agraria 

Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna 

memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas 

tanah korban bencana alam di kota palu ? 

Hasil Penelitian : 

1) Status kepemilikan hak atas tanah terhadap korban bencana 

alam gempa bumi dan likuifaksi yang mengakibatkan terjadinya 

pergeseran tanah (land slide) di Kelurahan Petobo adalah 

keduanya dikategorikan sebagai tanah tidak musnah. 

Penentuan zona likuifaksi pasca gempa menjadi Zona Merah 

dilarang untuk pemukiman kembali dan pemanfaatannya harus 

sesuai dengan arahan spasial pasca bencana. Hubungan 

hukum kepemilikan hak atas tanah terhadap korban likuifaksi di 

Kelurahan Petobo adalah sudah tidak ada atau putus dan 
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hilang karena korban bencana alam likuifaksi ini dilarang untuk 

kembali bermukim atau melakukan pembangunan baru di atas 

tanah yang berdampak likuifaksi tersebut. Berbeda halnya 

dengan tanah bergeser akibat gempa bumi yang dimungkinkan 

korban untuk kembali bermukim sehingga hubungan hukum 

antara korban dan objek tanah tersebut masih ada dengan 

memperbaiki data fisik dan data yuridis pada sertipikat sesuai 

dengan kondisi lapangan pasca bencana melalui rencana 

penentuan titik koordinat ulang oleh Badan Pertanahan 

Nasional Kota Palu. 

2) Upaya yang telah dilakukan Kementerian Agraria Tata Ruang 

dan Badan Pertanahan Kota Palu dalam rangka untuk 

memberikan kepastian hukum terhadap korban bencana alam 

di Kota Palu khususnya warga di Kelurahan Petobo antara lain 

melakukan identifikasi subjek dan objek tanah, menentukan 

pembagian zona wilayah terhadap kerentanan tanah pasca 

bencana alam dan arahan spasial pemanfaatan ruang, 

penyediaan lahan untuk pembangunan Hunian Sementara 

(HUNTARA), serta penyediaan lahan untuk pembangunan 

Hunian Tetap (HUNTAP) terhadap korban. 



14 
 

2. Diah Astri Lestari, Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Tesis-

2019), status hak atas tanah pasca likuifaksi di kota palu. 

Rumusan Masalah : 

1) Bagaimana status hak atas tanah yang terdapat pada lokasi 

likuifaksi ? 

2) Tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

menangani dampak dari likuifaksi tersebut? 

Hasil Penelitian :  

1) Status kepemilikan hak atas tanah terhadap korban bencana 

alam gempa bumi dan ikuifaksi yang mengakibatkan terjadinya 

pergeseran tanah (land slide) di Kelurahan Petobo adalah 

keduanya dikategorikan sebagai tanah tidak musnah. 

Penentuan zona likuifaksi pasca gempa menjadi Zona Merah 

dilarang untuk pemukiman kembali dan pemanfaatannya harus 

sesuai dengan arahan spasial pasca bencana. Hubungan 

hukum kepemilikan hak atas tanah terhadap korban likuifaksi di 

Keluraharn Petobo adalah sudah tidak ada atau putus dan 

hilang karena korban bencana alam likuifaksi ini dilarang untuk 

kembali bermukim atau melakukan pembangunan baru diatas 

tanah yang berdampak likuifaksi tersebut. Berbeda halnya 

dengan tanah bergeser akibat gempa bumi yang dimungkinkan 
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korban untuk kembali bermukim sehingga hubungan hukum 

antara korban dan objek tanah tersebut masih ada dengan 

memperbaiki data fisik dan data yuridis pada sertipikat sesuai 

dengan kondisi lapangan pasca bencana melalui rencana 

penentuan titik koordinat ulang oleh Badan Pertanahan 

Nasional Kota Palu. 

2) Upaya yang telah dilakukan Kementerian Agraria Tata Ruang 

dan Badan Pertanahan Kota Palu dalam rangka untuk 

memberikan kepastian hukum terhadap korban bencana alam 

di Kota Palu khususnya warga di Kelurahan Petobo antara lain 

melakukan identifikasi subjek dan objek tanah, menentukan 

pembagian zona wilayah terhadap kerentanan tanah pasca 

bencana alam dan arahan spasial pemanfaatan ruang, 

penyediaan lahan untuk pembangunan Hunian Sementara 

(HUNTARA), serta penyediaan lahan untuk pembangunan 

Hunian Tetap (HUNTAP) terhadap korban. Status hak atas 

tanah yang berada di lokasi bencana likuifaksi tidak serta merta 

dihapus. Karena mengingat likuifaksi tidak di kategorikan 

sebagai tanah musnah. Permukaan tanah masih ada. Hak para 

pemegang hak atas tanah masih melekat dan mereka bias 

menggunakan hak tersebut. Saat ini, pemerintah provinsi 
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Sulawesi tengah dan kementrian ATR/BPN menyelenggarakan 

kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan 

dilaksanakan oleh kakanwil BPN Sulawesi tengah selaku ketua. 

Pengadaan tanah dilaksanakan untu pembangunan hunian 

tetap bagi korban likuifaksi, gempa bumi, dan tsunami. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauani Umumi Tentangi Haki Atasi Tanahi 

Tanahi adalahi karuniai darii Tuhani Yangi Mahai Esai berupai isumber 

dayai alami yangi sangati diperlukani manusiai untuki imencukupi 

kebutuhani baiki yangi langsungi untuki kehidupanyai sepertii imisalnya 

untuki bercocoki tanami ataui untuki mencukupii kebutuhani itempat 

tinggali ataui iperumahan, maupuni untuki melaksanakani iusahanya 

sepertii untuki tempati iperdagangan, iindustri, ipendidikan, ipembangunan 

saranai dani perasaranai ilainnya. 

1. Pengertiani Haki atasi Tanahi  

 Dalami Undang-undangi No. 5 Tahuni 1960 tentangi iPeraturan 

Dasari Pokok–Pokoki iAgraria, yangi disebuti jugai iUUPA idiatur 

berbagaii haki atasi itanah, padai Pasali 4 Ayati (1) 9  iMenerangkan 

bahwai :  

 "Atasi dasari haki menguasaii darii Negarai sebagaii iyang 
dimaksudi dalami pasali 2 ditentukani adanyai imacam-
macam haki atasi permukaani ibumi, yangi disebuti itanah, 
yangi idapat diberikani kepadai dani dipunyaii olehi orang-
orangi baiki sendirii maupuni bersama-samai dengani iorang 
laini iserta badan-badani ihukum" 

                                                             
9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria 
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  Adapuni Macam–macami haki atasi tanahi yangi disebutkani 

ipada pasali 16 UUPAi dani pasali 53 UUPAi dikelempokkani 

imenjadi 3 iBidang, iyaitu:10 

a. Haki atasi Tanahi yangi bersifati iTetap. 
Hak-haki atasi tanahi inii akani tetapi adai ataui berlakui 
iselama UUPAi masihi berlakui ataui belumi dii cabuti 
iUndang-undang yangi ibaru. Macami haki atasi tanahi inii 
adalahi Haki iMilik, Haki Gunai iUsaha, Haki Gunai 
iBangunan, Haki iPakai, iHak Sewai untuki iBangunan, Haki 
Membukai iTanah, dani iHak Memunguti Hasili iHutan. 

b. Haki atasi Tanahi yangi akani ditetapkani dengani iUndang-
Undang. Haki atasi Tanahi yangi akani lahiri dikemudiani 
iyang akani ditetapkani dengani iUndang-undang. Macami 
Haki iatas Tanahi inii belumi iada. 

c. Haki atasi Tanahi yangi bersifati iSementara. 
Haki atasi Tanahi yangi sifatnyai isementara, dalami waktui 
yangi singkati akani dihapuskani dikarenakani imengandung 
sifat-sifati ipemerasan, mengandungi ifeodal, dani 
ibertentangan dengani jiwai iUUPA. Macami Haki atasi 
Tanahi inii adalahi iHak iGadai, Haki Usahai Bagii iHasil, 
Haki iMenumpang, dani iHak Sewai Tanahi iPertanian. 

 

Terkaiti dengani awali mulanyai Haki atasi Tanahi yangi tidaki idapat 

dii masukkani kei dalami ihak atasi tanahi yangi bersifati itetap maupuni 

haki atasi tanahi yangi bersifati isementara, Menuruti iEman Ramelani 

menyatakani bahwai pembentukkani UUPAi imenyadari bahwai dalami 

perkembangannyai nantii akani sangati idimungkinkan timbulnyai haki 

atasi tanahi yangi barui sebagaii konsekuensii idari adanyai 

                                                             
10 Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Surabaya : Kencana 
Prenada Media. Hal 52 
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perkembangani masyarakati hanyai sajai ipengaturannya harusi dalami 

bentuki iUndang-undang.11 

Sistemi dii dalami UUPAi dalami pasali 16 ayati (1) dani ipasal 53 

telahi ditentukani macam-macami haki atasi itanah. dalami iUUPA 

tersebuti adanyai haki atasi tanahi yangi bersifati secarai iterbuka yangi 

artinyai masihi adanyai kemungkinani penambahani imacam-macam 

haki iatas tanahi selaini yangi dii dalami iUUPA. Hali inii dapati diketahuii 

secarai implisiti darii ketentuani pasali 16 ayati (1) hurufi (h) iUUPA, 

yangi menyatakani bahwai hak-haki laini yangi akani ditetapkani 

dengani iundang-undang. Macam-macami haki atasi tanahi tersebuti 

mempunyaii sifati ilimitatif. Lahirnyai haki iatas inii terjadii adanyai 

perubahani dii masyarakati dani imensyaratkan harusi diaturi dengani 

undang-undangi Pasali 16 ayati (1) hurufi (h) UUPAi agari memberikani 

peluangi akani lahiri haki atasi tanahi iyang ditetapkani olehi iundang-

undang.  Berdasarkani asali itanahnya, ihak atasi tanahi dibagii menjadii 

2 kelompoki iyaitu :12 

a) Haki atasi Tanahi yangi bersifati iPremier. 
Haki atasi Tanahi yangi berasali darii Tanahi iNegara. iMacam-
macam haki atasi tanahi inii adalahi Haki iMilik, Haki iGuna iUsaha, 

                                                             
11 Eman Ramelan, 2000, Hak Pengelolaan Setelah berlakunya Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, Majalah YURIDIKA, Vol. 15 No. 3, Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga. Hal 194, diakses pada Hari Kamis, Tanggal 2 Juli 2020, Puku 15.21 
WITA 
12 Urip Santoso, Op.Cit, Hal 52 
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Haki Gunai Bangunani atasi Negarai dani Haki iPakai atasi Tanahi 
iNegara. 

b) Haki atasi Tanahi yangi bersifati iSekunder. 
Haki atasi Tanahi yangi berasali darii Tanahi Pihaki iLain. Macam-
macami haki atasi tanahi inii adalahi Haki iGuna Bangunani atasi 
tanahi Haki iPengelolaan,  Haki iGuna Bangunani atasi tanahi Haki 
iMilik, Haki Pakaii atasi tanahi iHak Pengelolaan, Haki Pakaii atasi 
tanahi Haki iMilik, Haki iSewa Bangunan, Haki iGadai, Haki Usahai 
Bagii iHasil, iHak Menumpang, dani Haki Sewai Tanahi iPertanian. 

 

Adai 2 Macami Perolehani Haki atasi Tanahi olehi Seseorangi iatau 

Badani iHukum, yaitui :13 

a) Haki atasi Tanahi diperolehi secarai iOriginail. 
Haki atasi Tanahi diperolehi seseorangi ataui badani ihukum 
untuki pertamai ikalinya. Macam-macam Hak atas Tanah ini 
adalah : 
1) Haki iMilik, Haki Gunai iUsaha, Haki Gunai iBangunan, 

dani Haki Pakaii atasi Tanahi iNegara. 
2) Haki iMilik, Haki Gunai iBangunan, dani Haki Pakaii iyang 

berasali darii Tanahi Haki iPengelolaan. 
3) Haki Miliki yangi diperolehi olehi perubahani Haki iGuna 

Bangunan. 
4) Haki Gunai Bangunani yangi diperolehi darii iPerubahan 

Haki iMilik. 
5) Haki Miliki yangi terjadii menuruti Hukumi iAdat. 
6) Haki Miliki yangi terjadii atasi tanahi yangi berasali darii 

eksi tanahi miliki iAdat. 
b) Haki atasi Tanahi diperolehi secarai iDerivatif.  

Haki atasi tanahi diperolehi seseorangi ataui badani ihukum 
secarai turunani darii Haki atasi Tanahi yangi dimiliki iatau 
dikuasaii pihaki ilain. Macam-macami Haki atasi Tanahi iini 
adalahi : 
1) Seseorangi ataui Badani Hukumi membelii tanahi ihak 

Pihaki iLain. 
2) Seseorangi ataui Badani Hukumi mendapatkani ihibah 

tanahi haki Pihaki iLain. 
3) Seseorangi ataui Badani Hukumi melakukani iTukar-

menukar tanahi haki Pihaki iLain. 

                                                             
13 Ibid., Hal 53 
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4) Seseorangi mendapatkani warisani berupai Tanahi iHak  
darii Orangi iTuanya. 

5) Seseorangi ataui Badani Memperolehi Tanahi Haki 
imelalui Lelangi 

2. Konsepi Penguasaani Haki Atasi iTanah. 

Konsepi Penguasaani dani menguasaii tanahi berawali idari 

subjeki hukumi secarai bersama-samai ataui secarai iberkelompok 

pertamakalii meguasaii dani mendudukii wilayahi itertentu. 

Pendudukani suatui wilayahi tertentui olehi ikelompok-kelompok 

masyarakati menjadii awali bermulanyai terkaiti konsepi 

penguasaani haki atasi itanah, yangi biasanyai disebuti iHak 

komonal. Haki Komonali merupakani Haki Murnii bagii ikelompok 

masyarakati yangi menempatii suatui wilayahi itertentu. 

iKeberadaan haki tersebuti terusi berkembangi hinggai masuknyai 

belandai ike Indonesiai yangi membawakani konsepi hukumi 

pertanahani mereka. Konsepi penguasaani haki atasi tanahi padai 

masai koloniali belandai berawali darii konsepi Haki memilikii 

negarai iatas tanah. 

Konsepi Domeini Verklaringi dijadikani sebagaii konsepi iutama 

dalami masai koloniali belandai dalami rangkai semata-matai iuntuk 

mencarii keuntungani ekonomii imereka. Konsepi Penguasaani 

iatau pemiliki tanahi menuruti hukumi barati berlandaskani padai 

ikonsep liberali yangi memberikani kebebasani seluas-luasnyai 
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ikepada individui gunai memenuhii kebutuhani imasing-masing. 

iKeadan tersebuti menimbulkani Individualistiki yangi ajarannyai 

menekankani padai nilaii utamai pribadii sehinggai imasyarakat 

hanyai merupakani satui saranai untuki mencapaii tujuani ipribadi.14 

Haki Miliki atasi Tanahi merupakani haki penguasaani itanah 

tertinggii yangi disebuti eigendomi ataui eigendomi irecht. iMenurut 

konsepi hukumi tanahi ibarat, haki eigendomi atasi itanah 

merupakani haki premieri yangi bersumberi padai ikedudukan 

manusiai sebagaii mahkluki ciptaani tuhani yangi haki iuntuk 

menikmatii dani memilikii kekayaani alami yangi  dii ciptakani ioleh 

tuhani ibaginya.15 

Dalami Perspektifi Hukumi Pertanahani iNasional, iPenguasaan 

Haki atasi Tanahi dii kategorikani sebagaii Penguasaani Haki iatas 

Tanahi secarai yuridisi dani Penguasaani Haki atasi Tanahi isecara 

Fisik. Penguasaani dalami artii yuridisi adalahi Penguasaani iyang 

dilandasii iHak, yangi dilindungii olehi hukumi dani padai iumumnya 

memberii kewenangani kepadai pemegangi haki untuki imenguasai 

secarai fisiki tanahi yangi dihakii dani jugai adai penguasaani 

iyuridis yangi biarpuni yangi memberii kewenangani untuki 

                                                             
14 Nurus Zaman, 2016, Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan 
Perlindungan Hak Asasi Manusia, Madura : Refika Aditama. Hal 69 
15 Farida Patittingi, 2012, Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, Yogyakarta : 
Rangkangan Education. Hal 95 
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meguasaii itanah yangi dihakii secarai fisiki padai kenyataannyai 

penguasaani fisiknyai dilakukani olehi orangi ilain.16 Penguasaani 

yuridisi dani ifisik atasi tanahi inii dipakaii dalami aspeki iprivat. 

Terdapati ipenguasaan yuridisi beraspeki ipublik, yaitui 

penguasaani atasi itanah sebagaimanai yangi disebutkani dalami 

Pasali 33 ayati (3) iUndang-Undang Dasari Republiki Indonesiai 

dani Pasali 2 iUndang-undang No. 5 Tahuni 1960 tentangi 

Peraturani Dasari iPokok–Pokok Agraria.17 

1) Haki iBangsa, Berdasarkani ketentuani Pasali 1 ayati (1) 

iUUPA menyatakani bahwai Seluruhi wilayahi Indonesiai 

iadalah kesatuani tanah-airi darii seluruhi rakyati iIndonesia, 

iyang bersatui sebagaii bangsai iIndonesia.18 Berdasarkani 

Pasali diatasi memberii pemahamani ibahwa tanahi yangi 

beradai dii lingkupi Negarai Kesatuani iRepublik Indonesiai 

merupakani tanahi yangi memilikii sifati iintegralistik, yangi 

berartii tanahi tersebuti sebagaii tanahi haki bangsai iatas 

tanahi secarai ikeseluruhan. Artinyai terdapati kaitani yangi 

ikuat antarai haki bangsai atasi tanahi tersebuti dengani prinsipi 

iyang dimilikii olehi iUUPA, bahwai semuai haki atasi tanahi 

                                                             
16 Nurus Zaman, Op, Cit., Hal 71 
17 Urip Santoso, 2008, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Cetakan Keempat, Jakarta : 
Kencana Prenada Media. Hal 73-74 
18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria 
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imemiliki fungsii ikemasyarakatan, yangi beratii setiapi subyeki 

ihukum yangi memilikii itanah, makai tanahi yangi dikuasaii dani 

idimiliki itui ipada idasarnya terdapati hak-haki subjeki hukumi 

iyang ilain. Dalami Ketentuani pasali 1 ayati (2) UUPAi Dalami 

ihubungan nyai dengani Haki Bangsai menyatakani ibahwa : 

“Seluruhi ibumi, airi dani ruangi iangkasa, itermasuk 
kekayaani alami yangi terkandungi didalamnyai idalam 
wilayahi Republiki Indonesiai sebagaii karuniai iTuhan 
Yangi Mahai Esai adalahi ibumi, airi dani iruang angkasai 
bangsai iIndonesia dani imerupakan kekayaani 
inasional.”19 

  Sejalani dengani Pasali 1 ayati (2) idiatas, idalam 

penjelasannyai ibahwa: Seluruhi wilayahi Indonesiai iadalah 

kesatuani itanah airi idari seluruhi rakyati iIndonesia, yangi 

itelah bersatui sebagaii bangsai iIndonesia. Dengani 

pernyataani dalami ayati (1) ayati (2) tersebuti bahwai  demikani 

idinyatakan dalami Penjelasani Umumi Undang-undangi No. 5 

Tahuni 1960 tentangi Peraturani Dasari Pokok-Pokoki Agrariai 

yangi iberbunyi bahwai seluruhi ibumi, airi dani ruangi angkasai 

dalami iwilayah Republiki Indonesiai yangi kemerdekaannyai 

diperjuangkani olehi bangsai sebagaii ikeseluruhan, menjadii 

haki pulai idari bangsai iIndonesia, jadii tidaki semata-matai 

menjadii haki idari parai pemiliknyai isaja. Demikiani pulai 

                                                             
19 Ibid., 
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tanah-tanahi dii idaerah-daerahi dani pulau-pulaui tidaklahi 

semata-matai menjadii ihak rakyati aslii darii daerahi ataui 

pulaui yangi bersangkutani isaja. Dengani pengertiani 

demikiani makai hubungani ibangsa Indonesiai dengani ibumi, 

airi dani ruangi angkasai iIndonesia merupakani semacami 

hubungani haki ulayati yangi idiangkat padai tingkatani yangi 

palingi iatas, yaitui padai tingkatani iyang mengenaii seluruhi 

wilayahi iNegara.20 

   Pernyataani bahwai Haki Bangsai adalahi semacami iHak 

Ulayati yangi berartii dalami konsepsii hukumi tanahi inasional 

haki tersebuti merupakani haki penguasaani atasi tanahi iyang 

tertinggi. Berartii bahwai hak-haki penguasaani atasi tanahi 

yangi ilain, termasuki haki ulayati dani hak-haki individuali iatas 

tanahi yangi dimaksudkani olehi penjelesani umumi idiatas, 

langsungi ataupuni itidak, semuanyai bersumberi padai iHak 

Bangsa. Haki Bangsai meliputii semuai itanah. Haki iBangsa 

Indonesiai atasi tanahi mempunyaii sifati iKomunalistik, iyang 

artinyai semuai tanahi yangi adai dii dalami Negarai iKesatuan 

Republiki Indonesiai merupakani Tanahi Bersamai irakyat 

Indonesia, yangi telahi bersatui sebagaii Bangsai iIndonesia. 

                                                             
20 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–
Pokok Agraria 
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   Hak-Haki Penguasaani atasi tanahi berisikani 

iserangkaian wewenang, ikewajiban, dani larangani bagii 

pemegangi ihaknya untuki berbuati sesuatui dengani tanahi 

yangi idihaki. iSesuatu yangi iboleh, wajibi ataui dilarangi untuki 

diperbuati itulahi iyang merupakani tolaki pembedai antarai 

berbagii Haki iPengiasaan atasi tanahi yangi diaturi dalami  

Hukumi Tanahi Negarai iyang bersangkutan.21 

2) Haki Menguasaii iNegara, Haki Menguasaii Negarai 

iMerupakan Suatui Konsepi yangi mendasarkani padai 

pemahamani ibahwa negarai adalahi Suatui Orgaranisii 

kekuasaani darii seluruhi irakyat Indonesia, sehinggai bagii 

pemiliki ikekuasaan, iupaya mempengaruhii pihaki laini 

menjadii sentrali yangi dalami hali inii idi pegangi olehi 

inegara.22  

Tanahi merupakani kebutuhani pokoki yangi pentingi ibagi 

seluruhi imasyarakat, olehi Karenai iitu, sudahi semestinyai 

itanah tersebuti dikuasaii inegara. iTanah idikuasai inegara, 

iartinya itidak harusi dimilikii olehi inegara, negarai memilikii 

haki menguasaii tanahi melaluii fungsii negarai untuki 

                                                             
21 Boedi Harsono., Op, Cit., Hal 262 
22 Winahyu Erwatiningsih, 2209, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Yogyakarta : UII Press. 
Hal 82 
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mengaturi dani imengurus (Regelen En Besturen).23 Negarai 

Berwenangi megaturi idan penyelenggaraani iperuntukan, 

ipenggunaan ipersediaan, idan pemeliharaan. Selaini itui ijuga, 

negarai berwenangi imenentukan dani mengaturi hak-haki 

yangi dapati dipunyaii (bagiani idari bumi), airi dani ruangi 

angkasai dani menentukani sertai imangatur hubungan-

hubungani hukumi antari orang-orangi dani iperbuatan hukumi 

mengenaii ibumi, iair, dani ruangi iangkasa.24 

Pengertiani dikuasaii negarai sebagaimanai yangi 

itercantum dalami Pasali 33 ayati (3) UUDi 1945 merupakani 

dasari ipokok-pokok bagii konsepi Haki Penguasaani Negarai 

idibidang Pertanahan. Namuni idemikian, pengertiani dikuasaii 

inegara sebagaimanai yangi dinyatakani dalami Pasali 33 ayati 

(3) iUUD 1945, tidaki dijelaskani lebihi rincii dalami ipenjelasan, 

ibaik penjelasani umumi maupuni penjelasani pasali demii 

ipasal. Hali iini memungkinkani Haki Menguasaii Negarai itui 

ditafsirkani iatas berbagii ipemahaman, tergantungi darii suduti 

pandangi idan kepentingani yangi imenafsirkan.25  

                                                             
23 Makna yang terkandung dalam Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria 
24 Penjalasan Umum II Angka 2 Junto Penjelasan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria 
25 Ida Nurlinda, 2009, Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum, Jakarta : 
Rajawali Pers. Hal 55 
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Kurangnyai Pemahamani atasi imakna, subtansii atasi 

idari maksudi dani tujuani darii iHak Menguasaii iNegara atasi 

iTanah tidaki mustahili disalahgunakani dani disalahtafsirkani 

bahwai negarai adalahi organi kekuasaani yangi mandirii 

terlepasi idari maksudi dani tujuani idibentuknya, dengani 

idemikian bahwai negarai menjauhkani masyarakati darii 

pembentukkannyai iyakni masyarakati yangi adili dani makmuri 

yangi seharusnyai iterjabarkan dalami setiapi iperaturan, 

Kebijaksanaani dani kebijakani isebagai berikuti : 

a. Undang-Undangi Dasari tidaki menyebutkani iadanya 
Haki iBangsa, atasi sumberi dayai alami iyang 
penguasaannnyai didelegasikani kepadai inegara. 

b. Amandemeni UUDi melaluii Pasali 18B, imemberikan 
arahi barui disentralisasii systemi ipemerintah inegara 
dengani memberikani otonomii iseluas-luasnya. 

c. Pasali 33 ayati (3) UUDi 1945 belumi imenunjukkan 
normai yangi ijelas.26 

Haki Menguasaii Negarai atasi Tanahi ibersumber idari 

kekuasaani yangi melekati padai inegara. Negarai isebagai 

kekuasaani tertinggii sudahi semestinyai apabilai ibumi, airi 

idan kekayaani alami yangi terkandungi dalami bumii adalahi 

ipokok-pokok kemakmurani irakyat, sebabi itui harusi dikuasaii 

olehi inegara dani dipergunakani untuki sebesar-besarnyai 

ikemakmuran masyarakat. Haki Menguasaii Negarai atasi 

                                                             
26 Notonagoro,1984, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria, Jakarta : Bina Aksara. Hal 99 
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Tanahi iberisikan serangkaiani iwewenang, kewajibani dani 

larangani bagii ipemegang haki untuki berbuati dengani tanahi 

yangi idihaki, sesuatui iyang bolehi wajibi ataui dilarangi untuki 

diperbuati itulahi yangi merupakani tolaki pembedai atasi 

berbagaii Haki iPenguasaan iatas tanahi yangi diaturi dii 

dalami hukumi tanahi negarai iyang bersangkutan, jikai 

mengetahuii bahwai hak-haki penguasaani iatas tanahi dapati 

diartikani sebagaii lembagai ihukum, jikai ibelum dihubungkani 

dengani tanahi subyeki itertentu.27 

Sesungguhnyai Haki Menguasaii Negarai atasi iTanah 

merupakani haki yangi dapati dikatakani bahwai negarai 

ihanya mewakilii masyarakati yangi iplural, majemuki sebagaii 

iperwakilan yangi imewakili. Hali inii dapati dibuktikani salahi 

satunyai iadalah dengani kalimati bahwai Haki Menguasaii 

Negarai atasi iTanah tujuannyai semata-matai hanyai untuki 

mewujudkani ikemakmuran rakyat. Negarai sebagaii pihaki 

yangi prinsipnyai mewakilii irakyat, agari negarai tidaki 

menjalankani secarai isewenang-wenang terhadapi pihaki 

yangi diwakilii atasi segalai tindakani idan perbuatannya, 

                                                             
27 Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia/, Sejarah Pembentukan Undang-Undang 
Pokok Agrari, Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan Kesepuluh, Jakarta : Djambatan. Hal 262  
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makai tindakani dani perbuatani negarai iditentukan batas-

batasnya. Hali yangi dapati membatasii geraki ataui itindakan 

pemerintahi adalahi ihukum. Jadii isebesar iapapun 

ikekuasaan negarai itui tetapi memilikii batasan-batasani 

tertentui yangi idiatur olehi ihukum.28  

Walaupuni Haki Menguasaii Negarai meiputii semuai 

ibumi, air, dani ruangi iangkasa, namuni disampingi adanyai 

tanahi inegara dikenali pulai adanyai tanah-tanahi ihak, baiki 

yangi idipunyai ioleh perseorangani maupuni badan-badani 

ihukum, idengan idemikian yangi disebuti tanahi negarai 

adalahi tanah-tanahi yangi itidak dilekatii dengani suatui Haki 

iMilik, Haki Pengelolaani sertai iTanah Ulayati dani Tanahi 

iWakaf. Ruangi Lingkupi Tanahi iNegara Meliputi:29 

a. tanah yang diserahkan secara sukarela oleh 
pemiliknya. 

b. tanah-tanah yang berkahir jangka waktunya dan tidak 
diperpanjang lagi. 

c. tanah-tanah yang diterlantarkan. 
d. tanah-tanah yang diambil untuk kepentinganumum 

sesuai dengan tata cara pembebasan hak yang telah 
diatur dalam perundang-undangan. 

 

                                                             
28 Nurus Zaman, Op.Cit, Hal 80 
29 Maria S.W. Sumardjono, 2005, Kebijakan Pertanahan AntaraRegulasi dan 
Implementasinya, Jakarta : Buku Kompas. Hal 62 
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3) Haki Masyarakati Hukumi iAdat, Padai awalnyai dii iwiilayah 

perdesaani carai menentukani suatui Pemilikani Tanahi idiawali 

dengani mendudukii isuatu wilayahi olehi masyarakati adati iyang 

dimanai tanahi inii disebuti tanahi miliki bersamai Tanahi inii itelah 

diakuii olehi hukumi adati tidaki tertulisi baiki berdasarkani 

ihubungan keturunani maupuni iwilayah. Seiringi dengani adanyai 

iperubahan polai sosiali ekonomii dalami setiapi imasyarakat, tanahi 

imilik bersamai masyarakati adati inii secarai bertahapi idikuasai 

ioleh anggotai masyarakati melaluii penggarapani yangi ibergiliran. 

Setelahi situasii inii berlangsungi lamai padai saati ijaman kerajaan, 

padai abadi kei 17 koloniali belandai memasukii iwilayah negarai 

Indonesiai dengani menerapkani konsepi hukumi ipertanahan 

mereka. Dengani adanyai penerepani konsepi pertanahani 

tersebuti idi Indonesiai makai hukumi tanahi dii Indonesiai 

imengalami perubahani padai haki penguasaani tanahi ataui haki 

miliki isuatu tanah. Setelahi saati itui Indonesiai memberlakukani 

dualismei ihukum pertanahan, yaitui tanahi adati dani tanahi adati 

yangi idiberlakukan hukumi ibarat. Sekarangi tanahi adati yangi 

dimilikii iperorangan maupuni miliki bersamai merupakani tanahi 

inegara. 
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hukumi adati dani ihak-hak tradsionalnyai telahi idirumuskan 

padai hukumi pertanahani inasional (tertulis). Dalami iUUPA 

Ketentuani tertulisi terkaiti adanyai keberadaani hukumi iadat. 

iSelain itui hukumi adati ataui haki ulayati telahi dii rumuskani 

iberdasarkan Pasali 5 Undang-Undangi No. 5 Tahuni 1960 tentangi 

iPeraturan Dasari Pokok-Pokoki iAgraria, yaitui :30 

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang 
angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan 
dengan kepentingan nasional dan Negara, yang 
berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme 
Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum 
dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan 
perundangan lainnya,segala sesuatu dengan mengindahkan 
unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.” 

keberadaani hukumi adati (haki iulayat) merupakani idasar 

pembangunani hukumi pertanahani nasionali secarai itertulis. 

sebagaimanai telahi dijelaskani padai Pasali 5 iUUPA, iwalaupun 

keberadaani hukumi adati itui disyaratkani makai dalami 

implementasii darii hukumi adati benari adai selamai itidak 

bertentangani dengani hukumi nasionali yangi iberlaku.  

Dalami Ketentuani Pasali 3 UUPAi telahi ditentukani ibatasan-

batasan atasi keberadaani haki ulayati hukumi adati yangi imasih 

iada jikai memenuhii unsuri sebagaii iberikut :31 

a. hukum adat tersebut lebih mementingkan kepentingan 
nasional. 

                                                             
30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
31 Nurus Zaman, Op.Cit., Hal 92 
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b. hukum adat tersebut lebih mementingkan kepentingan 
negara. 

c. hukum adat tersebut lebih mementingkan kepentingan 
persatuan bangsa. 

d. hukum adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan 
undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. 

Sebagaii suatui kesatuani ipublik, makai masyarakati hukumi 

iadat sebenarnyai merupakani suatui badani penguasai yangi 

imempunyai haki untuki menertibkani masyarakati sertai 

mengambili itindakan-tindakan tertentui terhadapi wargai 

imasyarakat. Sebagaii ibadan hukum, imaka imasyarakat hukumi 

adati diwakilii olehi kepalai adatnya, dani lebihi banyaki bergeraki dii 

bidangi hukumi iperdata.  

Dengani idemikian, makai sebenarnyai hubungani iantara 

masyarakati hukumi adati dengani tanahnyai merupakani isuatu 

hubungani publiki maupuni hubungani iperdata, olehi imasyarakat 

hukumi adati menguasaii dani memilikii tanahi itersebut.32 

4. Jenisi Haki Penguasaani haki atasi Tanahi 

Berikuti Dii uraikani Jenisi ataui Macam-Macami Bentuki 

iPenguasaan Haki Atasi Objeki iPertanahan : 

1. Haki Individui (Haki iPerorangan), Dalami Pengasaani Haki 

iAtas Tanahi pembahasannyai lebihi mengarahi padai 

                                                             
32 Ibid., Hal. 100 



34 
 

penguasaani ihak atasi tanahi olehi subyeki ihukum.  

Penguasaani haki atasi itanah hanyai dapati dilakaukani olehi 

subyeki ihukum, karenai ihanya subyeki hukumi yangi memilikii 

predikati sebagaii penyandangi Haki dani iKewajiban. Secarai 

idoktorinal, subyeki hukumi isapat diklasifikasikani menjadii 2, 

yaitui orangi dani badani ihukum. Keduanyai dii kategorikani 

sebagaii subyeki hukumi ikarena sesamai penyadangi Haki dani 

iKewajiban. Dengani katai ilain, bahwai subyeki hukumi adalahi 

penyandangi Haki dani Kewajiban. Haki merupakani kekuasaani 

yangi dimilikii olehi subyeki ihukum untuki melaksanakani ataui 

tidaki imelaksanakan isesuatu  sedangakani kewajibani seusatui 

yangi menjadii keharusani iyang harusi dilakukani olehi subyeki 

ihukum. 

Dalami penguasaani Individui sebagaimanai dii jelaskani 

dii atasi kemudiani jugai membagii ikhwali Sifati Haki atasi iobjek 

pertanahani sebagaii iberikut : 

a. Hak Milik, iPengertian Haki iMilik itelah idijelaskan ipada 

Pasali 20 Undang-Undangi Nomori 5 Tahuni 1960 itentang 

Peraturani Dasari Pokok-Pokoki iAgrari, yaitui :33 

                                                             
33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
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1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh 

yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat 

ketentuan dalam pasal 6.  

2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, 

Hak milik hanya dapat diberikan kepada Warga Negara 

Indonesia (WNI) dan oleh pemerintah dapat pula 

ditetapkan badan-badan hukum yang dapat memiliki hak 

milik. Hak Milik atas Tanah dapat dimiliki oleh 

perseorangan Warga Negara Indonesia dan badan-badan 

hukum yang ditunjuk oleh pemerintah. Sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud 

adalah PP No. 38 Tahun 1963 yang meliputi :34 

 
a) Bank-bank yang didirikan oleh Negara. 
b) Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang 

didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 79 
Tahun 1958. 

c) Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri 
pertanian/agraria setelah mendengar menteri agama. 

d) Badan Hukum Sosial yang ditunjuk oleh menteri 
pertanian/agraria setelah mendengar menteri sosial. 
 

Hapusnyai Haki Miliki berdasarkani Pasali 27 iUndang-Undangi 

Nomori 5 Tahuni 1960 tentangi Peraturani iDasar Pokok-Pokoki 

Agrariai menyebutkani hal-hali iyang menyebabkani hapusnyai haki 

miliki atasi itanah idan tanahnyai jatuhi kepadai iNegara, iyaitu:35 

a) Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria. 

b) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. 
c) Karena diterlantarkan. 
d) Karena subjek haknya tidak memenuhi syarat sebagai 

subjek Hak Milik atas tanah 

                                                             
34 Soedharyo Soimin, 2004, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Jakarta : Sinar Grafika, Hal 
4 
35 Urip Santoso, Op Cit., Hal 92 
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e) Karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya 
berpindah kepada pihak lain yang tidak memenuhi syarat 
sebagai subjek hak milik atas tanah. 

f) Karena tanahnya musnah, misalnya karena adanya 
bencana alam. 

 
b. Haki Gunai Usahai (HGU), Haki Gunai iUsaha imerupakan salahi 

satui Haki atasi Tanahi sebagaimanai telahi iditetapkan padai pasali 

16 ayati (1) Undangi Nomori 5 iTahun i1960 tentangi Peraturani 

Dasari Pokok-Pokoki iAgraria iyang diperuntukkani memenuhii 

kebutuhani imasyarakat. iPengertian Haki Gunai Usahai diaturi 

dalami Pasali 28 ayati (1) iUndang-Undang Nomori 5 Tahuni 1960 

tentangi Peraturani iDasar Pokok-Pokoki iAgraria, sebagaii 

iberikut:36 

“Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah 
yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu 
sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan 
pertanian, perikanan atau peternakan.” 

 
Sesuaii dengani penjelasani darii Undang-Undangi iPokok 

iAgraria makai Haki Gunai Usahai inii khususi untuki 

imengusahakan tanahi yangi bukani miliknyai sendirii gunai 

perusahaani ipertanian, perikanani dani peternakani Dani Haki 

Gunai Usahai inii isebagai hak-haki barui gunai memenuhii 

kebutuhani masyarakati imodern dani hanyai diberikani terhadapi 

tanah-tanahi yangi idikuasai langsungi olehi inegara, jadii tidaki 

                                                             
36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
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dapati terjadii atasi isuatu perjanjiani antarai pemiliki suatui Haki 

Miliki dengani iorang lain.37 

Subjeki ihukum Haki Gunai Usahai menuruti Pasali 30 ayati (1) 

Berdasarkani Pasali 34 Undang-Undangi Nomori 5 Tahuni 1960 

tentangi Peraturani Dasari Pokok-Pokoki Agrariai adalahi isebagai 

berikut :38 

1. Warga Negara Indonesia. 
2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia (badan hukum Indonesia). 

Bilai Pemegangi haki gunai usahai tidaki dapati memenuhii 

isyarat sebagaii subjeki haki gunai iusaha, makai dalami waktui 

isatu tahuni harusi melepaskani ataui mengalihkani tanahnyai 

ikepada pihaki laini yangi memenuhii isyarat. Dalami hali 

pemegangi ihak tersebuti tidaki imelepaskan, makai haki gunai 

usahanyai ihapus karenai hukumi dani tanahnyai menjadii tanahi 

inegara. 

Haki gunai usahai hanyai dapati diberikani dii atasi itanah negara. 

Namuni tidaki menutupi ikemungkinan ibahwa itanah tersebuti tidaki 

berasali darii tanahi inegara. Apabilai asali ihak gunai usahai 

berupai itanah ihak, makai tanahi haki tersebuti harusi dilakukani 

                                                             
37 A.P. Parlindungan, 1991, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung : Mandar 
Maju, Hal 145 
38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
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pelepasani ataui penyerahani haki ioleh pemegangi haki dengani 

pemberiani iganti irugi.39 Dalami ihal tanahnyai berasali darii 

kawasani ihutan, makai tanahi itersebut harusi dikeluarkani 

statusnyai sebagaii kawasani ihutan.  

Haki Gunai Usahai terjadii dengani adanyai ipermohonan 

pemberiani haki gunai usahai olehi ipemohon ikepada iKepala 

Badani Pertanahani iNasional iRepublik iIndonesia.40 Haki iGuna 

Usahai diberikani dengani adanyai keputusani ipemberian ihak 

olehi menterii ataui pejabati yangi iditunjuk. 

Berdasarkani Pasali 34 Undang-Undangi Nomori 5 iTahun 1960 

tentangi Peraturani Dasari Pokok-Pokoki Agrariai iHapusnya Haki 

Gunai Usahai diakibatkani olehi beberapai ihal, iyaitu :41 

1. jangka waktunya berakhir. 
2. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena 

sesuatu syarat tidak dipenuhi. 
3. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka 

waktunya berakhir. 
4. dicabut untuk kepentingan umum. 
5. Diterlantarkan. 
6. tanahnya musnah. 
7. ketentuan dalam pasal 30 ayat (2). 

 

                                                             
39 Urip Santoso, 2012, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta : Kencana, Hal 102 
40 Sri Hajati dan Agus Sekarmadji, 2011, Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan, Surabaya : 
Airlangga University Press. Hal 19 
41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
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c. Haki Gunai Bangunani (HGB), Haki Gunai iBangunan merupakani 

salahi satui Haki atasi Tanahi lainnyai yangi diaturi dalami Pasali 16 

ayati (1) Undang-undangi iPokok Agrariai adapuni Pasali 35 

Berdasarkani Pasali 34 iUndang-Undangi Nomori 5 Tahuni 1960 

tentangi Peraturani iDasar Pokok-Pokoki iAgraria, sebagaii 

iberikut:42 

1) Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan 
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan 
miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. 

2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat 
keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka 
waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan 
waktu paling lama 20 tahun. 

3) Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak 
lain. Yang dapat mempunyai hak guna bangunan, yaitu : 
1. Warga Negara Indonesia. 
2. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia 

dan berkedudukan di Indonesia.  

Dengani idemikian, dapati diketahuii ibahwa iundang-undang 

memungkinkani dimilikinyai Haki Gunai iBangunan olehi ibadan 

hukumi yangi didirikani menuruti ketentuani hukumi iNegara 

Republiki Indonesiai dani yangi berkedudukani dii iIndonesia.43 

                                                             
42 Ibid., 
43 “Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta : Kencana 
Prenada Media Group, Hal.191” 
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Menuruti Pasali 37 Undang-Undangi Nomori 5 Tahuni 1960 

tentangi Peraturani Dasari Pokok-Pokoki Agrariai Haki iGuna 

Bangunani terjadii iapabila : 44 

1) mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yaitu 
karena penetapan Pemerintah 

2) mengenai tanah milik, yaitu karena perjanjian yang 
berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan 
dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan 
itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut. 

Adapuni hapusnyai haki gunai bangunani karenai iberakhirnya 

jangkai waktui ipemberiannya. Pemberiani Haki Gunai iBangunan, 

baiki atasi Tanahi iNegara, tanahi Haki iPengelolaan, imaupun 

Tanahi Haki iMilik, senantiasai dibatasii dengani waktui itertentu. 

Dengani berakhirnyai masai ataui jangkai waktui pemberiani iHak 

Gunai Bangunani tersebuti (dengani perpanjangani iuntuk 

pemberiani Haki Gunai Bangunani dii atasi Tanahi Negarai idan 

tanahi Haki iPengelolaan), makai Haki Gunai Bangunani ipun 

hapusi demii ihukum, meskipuni dapati diperbaharuii ikembali.45 

Dalami iPeraturan Pemerintahi Nomori 40 Tahuni 1996 padai Pasali 

38 jugai mengaturi mengenaii hapusnyai Haki iGuna Bangunani 

yaitui dikarenakani Apabilai Haki Gunai Bangunani atasi tanahi Haki 

Pengelolaani ataui atasi Haki Miliki ihapus sebagaimanai dimaksudi 

                                                             
44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
45 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op, Cit., Hal. 226. 
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Pasali 35, makai bekasi pemegangi iHak Gunai Bangunani wajibi 

menyerahkani tanahnyai ikepada pemegangi Haki Pengelolaani 

ataui pemegangi Haki Miliki idan memenuhii ketentuani yangi 

sudahi disepakatii dalami iperjanjian penggunaani tanahi Haki 

Pengelolaani ataui perjanjiani ipemberian Haki Gunai Bangunani 

atasi tanahi Haki iMilik. 

d. Haki iPakai, Haki Pakaii adalahi suatui haki iuntuk menggunakani 

dani ataui memunguti hasili darii tanahi iyang dikuasaii langsungi 

olehi Negarai ataui tanahi miliki orangi ilain yangi memberii 

wewenangi dani kewajibani yangi iditentukan dii dalami keputusani 

perjanjiani olehi Pejabati iyang berwenangi memberikannyai atau 

dii dalami iperjanjian dengani pemiliki itanahnya. Haki inii berlakui 

dii dalami ijangka waktui tertentui ataui selamai tanahnyai 

idipergunakan iuntuk keperluani itertentu.46 

Menuruti Peraturani Pemerintahi Nomori 40 Tahuni 1996 

tentangi Haki Gunai iUsaha, Haki Gunai iBangunan, dani iHak 

Pakaii atasi tanahi Pasali 39 Subjeki Haki Pakaii ataui iyang dapati 

mempunyaii Haki iPakai, iyaitu :47 

1. Warga Negara Indonesia. 

                                                             
46  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, 
Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah 
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2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia. 

3. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan 
Pemerintah Daerah. 

4. Badan-badan keagamaan dan sosial. 
5. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. 
6. Badan Hukum asing yang mempunyai perwakilan di 

Indonesia. 
7. Perwakilan Negara asing dan perwakilan badan 

Internasional. 

Pengaturani hak-haki penguasaani atasi tanahi dalami ihubungan 

tanahi adai yangi sebagaii lembagai ihukum, dani adai jugai iyang 

sebagaii hubungan-hubungani ikonkret. Haki ipenguasaaan iatas 

tanahi sebagaii lembagai hukumi adalahi haki ipenguasaan iatas 

tanahi yangi belumi dihubungkani dengani tanahi dani orangi iatau 

badani hukumi tertentui sebagaii pemegangi ihaknya.48  

B. Tinjauani Umumi tentangi Penyelenggaraani Penanggulangani 

iBencana 

1. Pengertiani Bencanai Alami 

Bencanai (disaster) merupakani peristiwai ataui rangkaiani 

iperistiwa yangi mengancami dani mengganggui kehidupani dani 

ipenghidupan masyarakati yangi idisebabkan, baiki olehi faktori alami 

idan/atau ifaktor non-alami maupuni faktori manusiai sehinggai 

mengakibatkani itimbulnya korbani jiwai imanusia, kerusakani 

                                                             
48 Ibid., Hal 103 
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ilingkungan, ikerugian hartai ibenda, dani dampaki ipsikologis.49 

Pengertiani Bencanai jugai diaturi dalami Peraturani Pemerintahi iRI 

Nomori 21 Tahuni 2008 tentangi Penyelenggaraani iPenanggulangan 

Bencana, yaitui sebagaii iberikut : 50 

“Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau 
faktor non alam maupun faktor manusia sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis” 

 
Berdasarkani pengertiani bencanai alami diatasi makai ipenyebab 

terjadinyai bencanai ialam, iyaitu :51 

a. Bencana alam (Natural Disaster), yaitu Bencana alam ini terjadi 
tanpa danya campur tangan manusia yang tidak dapat 
diperkirakan waktu terjadinya. Diantaranya bencana alam, yaitu 
gempa bumi, tsunami gunung meletus, banjir, kekeringan, 
angin topan, dan tanah longsor 

b. Bencana non alam (non natural disaster), yaitu Bencana non 
alam bukan terjadi karena keadaan alam maupun perbuatan 
alam. Bencana non alam terjadi biasanya akibat epidemic atau 
wabah penyakit. 

c. Bencana sosial (man made disaster), yaitu Bencana sosial 
merupakan bencana di akibatkan perbuatan manusia. Bencana 
sosial diantaranya konflik antar kelompok, terorisme, dan 
permasalahan yang diakibatkkan manusia. 

Sejaki awali tahuni 2017 hinggai tahuni 2020, Badani iNasional 

Penanggulangani Bencanai (BNPB) mencatati telahi iterjadi 1,636 

                                                             
49 Prih Harjadi Dkk, 2007, Pengenalan Karakteristik Bencana Dan Upaya Mitigasinya Di 
Indonesia, Jakarta : Direkorat Mitigasi. Hal 3 
50Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggraan 
Penanggulangan Bencana 
51 Nurjanah, dkk, 2012, Manajemen Bencana, Bandung : Alfabeta. Hal 20 
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kejadiani bencanai dii iIndonesia. Kejadiani bencanai dii iIndonesia 

semakini meningkati darii tahuni kei itahun. Sebanyaki 95% 

imerupakan bencanai ihidrometeorologi, yaitui bencanai yangi 

dipengaruhii icuaca, seperti: Tanahi iLongsor, Puttingi iBeliung, 

iBanjir, iGempa iBumi, Kebakarani Hutani dani iLahan, Gelombangi 

iPasang, dani iLetusan Gunungi iMerapi.  Darii kejadiani itersebut, 

jumlahi korbani imeninggal ataui Hilangi mencapaii 60 iorang, 

korbani luka-lukai sebanyaki 35 orang, dani korbani mengungsii 

dani menderitai sebanyaki 545,329 orang. Sementarai iitu, 

kerusakani yangi diakibatkani bencanai inii iyakni 9.107 rumahi 

irusak, 55,266 uniti iterendam, ribuani fasilitasi ikesehatan, 

pendidikan, dani iperibadatan irusak. Dii laini ipihak, adai ijutaan 

masyarakati yangi tinggali dii daerahi rawani ibencana. iJumlah 

masyarakati yangi tinggali dii daerahi irawan ibanjir, izona isedang 

hinggai imerah, mencapaii 63,7 jutai ijiwa.52 

Pemerintahi bertanggungi jawabi dalami menjagai dani 

imelindungi rakyatnyai dalami segalai bentuki iancaman 

diantaranyai darii ibencana alam, hali inii tertuangi dalami 

Pembukaani Undang-Undangi iDasar Negarai Tahuni 1945 Alineai 

                                                             
52 Situs resmi Pemrintahan https://bnpb.cloud/dibi/, pada hari Minggu, Tanggal 28 Mei 2020, 
Pukul 11.43 WITA 

https://bnpb.cloud/dibi/


45 
 

Ke-IV (empat) diamanatkani bahwai Negarai Kesatuani Republiki 

Indonesiai berkewajibani imelindungi segenapi bangsai dani 

seluruhi tumpahi darahi iIndonesia, imemajukan kesejahteraani 

iumum.53 

a. Bencana Alam Gempa Bumi, Gempa bumi merupakan salah 

satu fenomena alam yang dapat disebabkan oleh akibat 

perbuatan manusia maupun peristiwa alam. Bencana alam 

gempa bumi membuat tanah bergetar sebagai dampak dari 

menjalarnya gelombang energi yang memancar dari pusat 

gempa. Gempa bumi terjadi akibati peristiwai ikhemis. 

Peristiwai khemisi adalahi iledakan mekaniki yangi dimanai 

itumbukan, igesekan, ataui itarikan lempengani bumii yangi 

menjalari kesegalai arahi padai ipermukaan tanah.54 Gempai 

bumii dapati diklasifikasikani menjadii ibeberapa macam, 

iyaitu:55 

1. Gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik terjadi akibat 
adanya aktifitas magma di perut bumi yang biasanya terjadi 
sebelum gunung api meletus. Bila gunung api menyebabkan 
ledakan lebih besar dapat menyebabkan terjadinya gempa 
bumi.   

2. Gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik yang terjadi 
akibat aktifitas tektonik. Aktifitas tektonik adalah aktifitas 
yang berasal dari gerakan lempengan-lempengan pada 

                                                             
53 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 
54 Puujianto, 2007, Bahan Kuliah Perancanaan Struktur Tahan Gempa. Yogyakarta : 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hal 49 
55 Sunarjo, Op, Cit., Hal 31 
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kerak bumi  lalu hasil dari tumbukan atau pergesaran 
lempengan tersebut dapat terjadi gempa bumi dan 
menghasilkan pembentukan pegunungan dan aktifitas 
magma pada gunung api. 

 
b. Bencanai Alami iTsunami, Tsunamii merupakani gelombangi 

iyang terjadii diakibatkani gempai bumii ataui letusani gunungi 

apii dii ilaut. Gelombangi yangi terjadii padai isaat tsunami 

sangati ibervariasi darii 0,5m sampaii dengani 30m sedangkani 

iperiodenya imulai idari beberapai meniti hinggai satui ijam. 

Perambatani yangi iterjadi ketikai bencanai tsunamii tergantungi 

darii tingkati kedalamani iair. Semakini dalami tingkati 

kedalamani airi semakini besari irambatan gelombangi tsunamii 

itersebut. iMisalnya, padai ikedalaman i5000m waktui 

perambatani gelombangi tsunamii imencapai 230 m/d iatau 

setarai 830 km/jam. panjangi gelombangi tsunamii merupakani 

jaraki antarai duai puncaki igellombang iyang iberurutan ihingga 

mencapaii 200km. dii ilokasi ipembentukan itsunami, iyaitu 

idaerah episentrumi gempai tinggii gelombangi tsunamii dii 

iperkirakan antarai 1,0m dani 2,0m, selamai penjalarani darii 

itengah ilaut menujui ipantai, tinggii gelombangi menjadii sangati 

ibesar ikarena pengaruhi kedalamani ilaut, sehinggai setelahi 

sampaii dii ipantai gelombangi akani naiki kei daratani dengani 

ikecepatan itinggi iyang dapati menghancurkani daerahi ipantai. 
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Airi akani kembalii kei ilaut setelahi puncaki gelombangi dapati 

menyereti segalai isesuatu kembalii kei ilautan. Gelombangi 

tsunamii dapati imenimbulkan bencanai hinggai daerahi yangi 

sangati jauhi darii ilokasi pembentukani igelombang.56  

Bencanai alami tsunamii terjadii diawalii dengani gempai 

ibumi tetapii tidaki semuai gempai bumii dapati menyebabkani 

itsunami bilai lokasii pusati gempai bumii tidaki terletaki dii idasar 

lauti idan kedalamani pusati gempai bumii tidaki melebihii 60km. 

iTerjadinya Bencanai alami tsunamii imengakibatkan ikerusakan-

kerusakan yangi sangati parahi hinggai tidaki dapati diperbaikii 

ilagi. iBencana alami tsunamii jugai dapati mengakibatkani 

musnahnyai itanah iatau objeki hukumi karenai gelombangi 

tsunamii dapati imenghancurkan dii daerahi pesisiri pantaii 

hinggai daerahi iyang ijauh darii iwilayah pesisiri dani 

menyebabkani tanahi besertai bangunani yangi iada diatasnyai 

mengalamii pergeserani maupuni hilangnyai tanahi iatau objeki 

ihukum. 

c. Bencanai Alami iLikuifaksi, Bencanai alami likuifaksii imerupakan 

keadaani hilangnyai kekuatani tanahi diakibatkani olehi ikenaikan 

tengangani airi dalami tanahi dani membuat ilapisan itanah 

                                                             
56 Bambang Triadmodjo, 2008, Hidrologi Terapan. Yogyakarta : Beta Offiset, Hal 100 
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mengalamii penurunani efektifitasi yangi iditimbulkan iakibat 

terjadinyai bebani siklisi idinamis. Bencanai alami ilikuifaksi iterjadi 

diawalii dengani gempai bumii yangi berdapaki padai itanah. iAkibat 

terjadinyai bencanai alami likuifaksii naiknyai tegangani iair idalam 

tanahi yangi dapati menghancurkani ipermukaan idiatas itanah 

karenai saati bencanai alami likuifaksii isedang iterjadi ikekuatan 

tanahi menuruni dani kemampuani tanahi untuki imenahan ibeban 

menuruni hinggai dapati kemampuani tegangani itanah ijadi 

ihancur.  

Adapuni penyebab-penyebabi yangi mempengaruhii iterjadinya 

bencanai alami ilikuifaksi, yaitui jenisi itanah, ikeadaan idalam iair 

tanah, ikepadatan itang, iumur idari ideposit, ifabric idan igradasi 

partikeli itanah, dani iriwayat tegangani itanah. iBencana ialam 

likuifaksii padai umumnyai terjadii padai tanahi yangi ibergradasi 

seragam. Tanahi yangi ibergradisi seragami merupakani ibentuk 

klasifikasii tanahi berbutiri kasari yangi mengurutkani itanah 

berdasarkani partikeli yangi terkandungi ididalam itanah. isemakin 

tuai umuri depositi tanahi makai akani semakini besari idaya 

tahannyai terhadapi dampaki bahayai bencanai alami ilikuifaksi.57 

 

                                                             
57 Rifa Ikhsan, 2011, Analisis Potensi Likuifaksi dari Data CPT dan SPT (studi kasus PLTU 
Ende Nusa Tenggara Timur), diunduh pada Hari Rabu, Tanggal 24 Juni 2020, Pukul 16.43   
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2. Penyelenggaraani Penanggulangani Bencanai 

Penyelenggaraani Penanggulangani Bencanai merupakani salahi isatu 

pencancapaiani dalami pembangunani nasionali yangi dilaksanakani ioleh 

Pemerintah. Pengertiani Penyelenggaraani penanggulangani bencanai 

ijuga diaturi dalami Peraturani Pemerintahi RI No. 21 Tahuni 2008 itentang 

Penyelenggaraani Penanggulangani iBencana, iyaitu :58 

“Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian 
upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang 
berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap 
darurat, dan rehabilitasi” 

Dalami Pasali 5 Undang-Undangi RI No. 24 Tahuun 2007 itentang 

Penanggulangani Bencanai dijelaskani bahwai iPemerintah dani 

ipemerintah daerahi yangi bertanggungi jawabi dalami penyelenggaraani 

penanggulangani ibencana. Untuki Menindaklanjutii iketentuan pasali 5 

Undang-undangi Penanggulangani Bencanai makai pemerintahi 

imembentuk Badani Nasionali Penanggulangani Bencanai (BNPB). 

Badani iini iadalah sebuahi Lembagai Pemerintahi Non Departemeni 

(LPND) yangi imempunyai tugasi membantui Presideni dalami 

mengkoordinasikani perencanaani idan pelaksanaani kegiatani 

penanganani bencanai dani kedaruratani isecara terpadu, iserta 

melaksanakani penanganani bencanai dani kedaruratani mulaii darii 

isebelum, padai isaat, dani isetelah terjadii bencanai iyang meliputii 

                                                             
58 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana. 
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ipencegahan, ikesiapsiagaan, ipenanganan idarurat, idan pemulihan.59 

Menuruti Pasali 12 Undang-undangi Penanggulangani iBencana, Badani 

Nasionali iPenanggulangan Bencanai mempunyaii itugas, iyaitu :60  

a. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha 
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan 
bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan 
rekonstruksi secara adil dan setara. 

b. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-
undangan. 

c. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana 
kepada masyarakat. 

d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada 
Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap 
saat dalam kondisi darurat bencana. 

e. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau 
bantuan nasional dan internasional. 

f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang 
diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

h. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah. 

Dengani dibentuknyai Undang-Undangi RI No. 24 Tahuni 2007 itentang 

Penanggulangani Bencanai dani semuai peraturani perundangani 

turunannya, makai garisi besari ruangi lingkupi ipenyelenggaraan 

penanggulangani ibencana imenjadi :61 

a. semua upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada 
saat pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. 

b. penitikberatan upaya-upaya yang bersifat preventif pada pra 
bencana. 

                                                             
59 Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 
60 Ibid., 
61 Ibid., 
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c. pemberian kemudahan akses bagi badan penanggulangan 
bencana pada saat tanggap darurat. 

d. pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca 
bencana. 

 
C. Penyelesaiani Sengketai Tanahi 

1. Pengertiani Sengketai iTanah. Menuruti Kamusi Besari iBahasa 

Indonesia, sengketai adalahi segalai sesuatui yangi imenyebabkan 

perbedaani ipendapat, pertiakiani ataui iperbantahan. Menuruti iSarjita, 

sengketai ipertanahan, iyaitu :62 

“Perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang 
merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan 
dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui 
musyawarah atau melalui pengadilan.” 

 

Sengketai merupakani suatui fenomenai sosiali yangi bersifati iuniversal, 

dani menjadii bagiani yangi integrali sertai esensiali dalami ikehidupan 

masyarakat. Olehi karenai itui sengketai tidaki perlui dilihati isebagai 

gejalai patologisi yangi bersumberi darii tingkahi lakui yangi iabnormal, 

ataui indikasii darii sesuatui kekacauani dalami dinamikai ikehidupan 

masyarakat, karenai setiapi komunitasi masyarakati imempunyai 

kapasitasi untuki menciptakani norma-normai dani imekanisme-

mekanismei tersendirii untuki meyelesaikani sengketai yangi imuncul 

                                                             
62 Sarjita, 2005, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, (Yogyakarta : 
Tugujogja Pustaka, Hal 8 
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untuki pergaulani sosiali wargai imasyarakat, sepertii sengketai iterkait 

tanah.63 

Sengketai dapati terjadii karenai konfliki mengalamii ieskalasi 

berhubungi sebabi adanyai konfliki dikemukakani secarai iumum. 

Selanjutnya, suatui sengketai hanyalahi terjadii bilai pihaki iyang 

mempunyaii keluhani (claim) semulai ataui seorangi atasi inamanya, 

telahi meningkatkani perselisihani pendapati yangi semulai idari 

perdebatani duai pihaki menjadii memasukii wilayahi ipublik. hali iini 

dilakukani secarai sengajai dani aktifi dengani maksudi supayai adai 

suatui tindakani mengenaii tuntutani yangi idiinginkan. Dengani idemikian 

pengertiani Sengketai palingi tidaki melibatkani tigai ipihak, dani ipihak 

ketigai menjadii iterlibat, atasi inisiatifi sendirii ataui atasi prakarsai isalah 

satui ataui keduai ipihak.64 

Sengketai hukumi atasi tanahi berawali darii adanyai ipengaduan 

sesuatui pihaki (orang/badan hukum) terkaiti adanyai keberatan-

keberatani idan tuntutani haki atasi tanahi baiki iterhadap statusi itanah, 

prioritasi maupuni kepemilikannyai dengani keinginani dapati 

imemperoleh penyelesaiani secarai administrasii sesuaii dengani 

ketentuani iyang berlaku, tetapii tujuani akani berakhiri kepadai tuntutani 

                                                             
63 Salaman Maggalatung dan Amrizal Siagian, 2015, Pengantar Studi Antropologi Hukum 
Indonesia, Jakarta : Press Uin. Hal 213 
64 Ibid., Hal 223 
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yangi ilebih berhaki atasi tanahi isengketa. Adapuni Permasalahani yangi 

isering terjadii dalami Sengketai itanah, iyaitu :65 

a. Peruntukan dan/atau penggunaan serta penguasaan hak atas 
tanah. 

b. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan 
tanda bukti haknya. 

c. Keabsahan suatu hak atas tanah. 
d. Prosedur pemberian hak atas tanah. 

 
2. Bentuk-Bentuki Penyelesaiani Sengketai iTanah. 

Penyelesaiani sengketai tanahi merupakani upayai iuntuk 

menyelesaikani perselisihani ataui masalah-masalahi ipertanahan. 

Mekanismei penyelesaiani sengketai pertanahani idilakukan dengani 

imelalui carai Noni Litigasii dani iLitigasi. 

1) Penyelesaiani Sengketai Tanahi dengani carai Noni iLitigasi. 

1. Penyelesaiani Sengketai melaluii iinstansi Badani 

iPertanahan Nasionali (BPN). 

Menuruti Pasali 2 Undang-Undangi Republiki Indonesiai iNomor 

5 Tahuni 1960 tentangi Peraturani Dasari Pokok-Pokoki iAgraria, 

tentangi Haki menguasaii negarai atasi tanahi telahi idijabarkan 

bahwai kewenangan-kewenangani darii inegara, iyaitu :66 

a. Mengatur dan Menyelenggarakan peruntukan, 
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan 
ruang angkasa tersebut. 

                                                             
65  
66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria 
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b. Menentukan dan Mengatur hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. 

c. Menentukan dan Mengatur hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum 
yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 

wewenangi diatasi telahi menjelaskani bahwai walaupuni secarai 

tegasi tidaki diaturi ididalamnya, namuni ikewenangan untuki 

menyelesaikani perselisihani ataui imasalah-masalah sengketai 

tanahi adalahi adai padai Negarai Republiki iIndonesia yangi 

kewenangannyai diserahkani kepadai Kepalai iBadan 

Pertanahani iNasional. Ketentuan-ketentuani yangi idapat 

dipergunakani sebagaii ilandasan operasionali dani iberfungsi 

untuki penyelesaiani sengketai hukumi atasi tanahi yaitui 

Peraturani Pemerintahi Republiki Indonesiai No. 24 Tahuni 1997 

dani dasari operasionali dalami Peraturani Presideni iRepublik 

Indonesiai No.10 tahuni 2006 tentangi Badani iPertanahan 

nasional. 

Dalami Pasali 2 Peraturani Presideni Republiki iIndonesia No. 10 

Tahuni 2006 tentangi Badani iPertanahan Nasionali itelah 

mengaturi secarai tegasi tugasi darii BPNi yangi dii idalamnya 

menyatakani bahwai Badani Pertanahani Nasionali ibertugas 

melaksanakani pemerintahani dii bidangi pertanahani isecara 

nasional, iregional dani isektoral. Pasali iselanjutnya idalam 

peraturani tersebuti menyebutkani 21 fungsii darii iBPN, idimana 
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salahi satui fungsinyai yaitui melakukani upayai ikegiatan iterkait 

penanganani imasalah, isengketa, dani perkarai dii ibidang 

pertanahan. Untuki melaksanakani fungsii tersebuti makai 

dibentuki Deputii Bidangi Pengkajiani dani Penanganani 

iSengketa dani Konfliki iPertanahan.67 

Secarai strukturali Untuki penanganani sengketai 

ipertanahan merupakani tugasi dani fungsii Subi Direktorati 

iPenyelesaian Sengketai Hukumi padai Badani Pertanahani 

Nasionali dani iSeksi Penyelesaiani Masalahi Pertanahani padai 

Kantori wilayahi iBadan Pertanahani Nasionali (BPN) besertai 

dengani Subi iSeksinya.  Selaini itui berdasarkani iPMNA/KBPN 

No. 1 Tahuni 1999, dibentuki Sekretariati Penanganani 

Sengketai iPertanahan ipada Badani Pertanahani Nasionali 

iyang secarai fungsionali ibertugas untuki membantui 

penanganani sengketai ipertanahan. iKetentuan tersebuti 

berlakui mutatis-mutandisi bagii Kantori Wilayahi iBPN Provinsii 

maupuni Kantori Pertanahani iKabupaten/Kota. Penyelesaiani 

                                                             
67 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan 
Nasional 
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melaluii Instansii Badani Pertanahani iNasional (BPN), dilakukani 

melaluii ilangkah-langkah : 68 

a. Adanya pengaduan dari pihak yang bersangkutan.  
b. Penelitian dan pengumpulan data terkait permasalahan. 
c. Pencegahan (mutasi). 
d. Musyawarah antar pihak.  
e. Pencabutan atau Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha 

Negara di bidang Pertanahan oleh Kepala BPN. 
 
2. Penyelesaiani Sengketai melaluii Alternativei Disputei iResolution 

(ADR). 

a) Negosiasi. Negosiasii dapati didefinisikani sebagaii komunikasii 

bolak-baliki yangi dirancangi untuki imencapai kesepakatani antarai 

duai pihaki ataui lebihi dengani ibeberapa kepentingani yangi 

mungkini bertentangani ataui ihanya berbeda. iDengan idemikian, 

inegosiasi iadalah isalah isatu bentuki interaksii yangi palingi 

imendasar, sertai iuntuk pemecahani imasalah dani penyelesaiani 

isengketa. iItu ibisa sajai verbali ataui inonverbal, eksplisiti ataui 

iimplisit, ilangsung ataui melaluii iperantara, lisani ataui itertulis, tatapi 

imuka, iatau melaluii surati ataui iemail.69 Negoisasii merupakani 

ibentuk penyelesaiani sengketai melaluii kompromii antarai ipihak-

pihak yangi iberengketa, tanpai mengundangi kehadirani ipihak 

                                                             
68 Badan Pertanahan Nasional, 2013, Pengarahan Direktur Pengadaan Tanah Instansi 
Pemerintah pada Rapat Konsultasi Teknis Para Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah Seluruh 
Indonesia, Jakarta: hal. 13. 
69 Bruce Patton, 2005, The Handbook of Dispute Resolution, San Fransisco: Jossey-Bass, Hal. 
279 
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ketigai untuki menyelesaikani sengketai yangi terjadii idiantara 

mereka. Negoisasii merupakani kesehariani iseseorang melakukani 

negoisasii dalami kehidupani sehari-harii iseperti sesamai mitrai 

idagang, kuasai ihukum, salahi satui ipihak dengani pihak-pihaki 

yangi ibersengketa, bahkani ipengacara yangi memasukkani 

gugatannyai dii ipengadilan ijuga bernegoisasii dengani tergugati 

atasi ikuasa ihukumnya sebelumi pemeriksaani perkaranyai idimulai. 

Negoisasii iadalah basici iof mani untuki mendapatkani apai yangi 

diinginkani idari orangi ilain. iNegoisasi imerupakan saranai bagii 

ipihak-pihak yangi mengalamii isengketa untuki imendiskusikan 

penyelesaiani tanpai keterlibatani pihaki ketigai isebagai penengahi 

yangi tidaki berwenangi mengambili ikeputusan. 

b) Mediasi. Mediasii berasali darii bahasai iInggris (mediation) yaitui 

penyelesaiani sengketai yangi melibatkani ipihak iketiga sebagaii 

ipenengah. Menuruti Kamusi Besari Bahasai Indonesiai Pengertiani 

mediasii adalahi suatui iproses pengikutsertaani pihaki ketigai dalami 

penyelesaiani isuatu perselisihani sebagaii ipenasihat. Dani 

mediatori iadalah perantarai (penghubung, ipenengah) bagii pihak-

pihaki iyang bersengketai iitu.70 Christopheri W. Moorei 

imengemukakan bahwai mediasii merupakani intervensii iterhadap 

                                                             
70 “Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hal. 569.’ 



58 
 

isuatu sengketai yangi dilakukani olehi pihaki ketigai yangi idapat 

diterima, tidaki berpihaki dani netrali yangi tidaki imempunyai 

kewenangani untuki mengambili keputusani dalami imembantu parai 

pihaki yangi berselisihi dalami upayai imencapai kesepakatani 

secarai sukarelai dalami ipenyelesaian permasalahani yangi 

idisengketakan.71 Seorangi imediator harusi memilikii sifati 

ikooperatif, ipersuasif, iintegritas iyang dapati menyelesaikani 

permasahani dengani prinsipi ipara pihaki sama-samai salingi 

imenguntungkan (win-win solution) agari terciptanyai suasanai 

inetral. 72 iadapun itugas-tugas  sebagaii iMediator, iyaitu :73  

a. menjalin hubungan baik dengan para pihak yang sengketa. 
b. mencarikan strategi untuk untuk mencapai perdamaian. 
c. menyusun rencana kerja. 
d. menghimpun semua permasalahan dari semua pihak. 
e. mampu mengungkap permasalahan yang disembunyikan 

para pihak. 
f. merumuskan permasalahan sengketa. 
g. membangun para pihak untuk tujuan damai. 

Padai prinsipnyai mediasii merupakani iperundingan idi iluar 

pengadilani yangi imelibatkan pihaki ketigai yangi inetral. Sistemi 

mediasii dinilaii efektifi dalami imenghasilkan kesepakatani yangi 

bisai diterimai keduai belahi ipihak iguna mengakhirii isengketa. 

                                                             
71 Joni Emirzon, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Jakarta : PT. 
Gramedia Pustaka Utama. Hal 67-68 
72 Mudakir Iskandar syah, 2016, Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan via Arbitrase, 
Yogyakarta : Calpulis. Hal 38  
73 Ibid,. Hal 39 
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Selaini iitu, bersifati irahasia (confidential) ataui tidaki dipublikasikani 

dani hanyai iboleh diketahuii olehi keduai belahi pihaki dani imediator. 

c. Konsiliasi. Konsoliasii merupakani penyelesaiani isengketa tanahi 

yangi dilakukani secarai ikekeluargaan ataui isecara berdamai. 

Konsiliasii adalahi salahi satui carai iproses menyelesaikani 

masalahi pertanahani dengani imelibatkan pihaki iketiga.74 Pihaki 

ketigai inii yangi dimakasudi iadalah seorangi iprofessional ataui 

ahlii yangi biasi disebuti ijuga konsiliator. Konsiliatori memilikii haki 

dani kewenangani iuntuk menyampaikani pendapatnyai tetapii 

kosiliatori iMeskipun konsiliatori mempunyaii ihak idan 

ikewenangan iuntuk menyampaikani pendapatnyai secarai bebasi 

ataui terbukai dani tidaki berpihaki tetapii konsiliatori tidaki dapati 

imembuat keputusani secarai terbukai dani tidaki imemihak, 

ikonsiliator tidaki berhaki membuati keputusani dalami suatui 

isengketa. Dalami konsiliasii inii prosesi penyelesiannyai 

ditentukani ioleh parai pihaki konsiliatori hanyai sebagaii penengahi 

dalami suatui sengketai yangi jikai parai pihaki telahi imenentukan 

penyelesaiani masalahi inii akani dituangkani dalami perjanjiani 

kesepakatani antarai parai pihaki yangi ibersangkutan.75 

                                                             
74 Kartini Mulyadi, dkk, Op, Cit., Hal 173 
75 Sugianto dan Leliya, 2017, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Sebuah Analisis 
dalam Prespektif Hukum dan Dampak Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat, Yogyakarta: 
Deepublish, Hal 70-72 
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Pelaksanaani prosesi penyelesaiani konsiliasii inii idapat 

dilakukani kapani isaja, baiki dilakukani sebelumi permasalahani 

tingkati sengketai antarai ipribadi, iatau sebelumi dibawai kei 

lembagai yangi berkompeteni iataupun disaati prosesi pengadilani 

sedangi iberjalan. Walaupuni prosesi penyelesaiani konsiliasii 

dilakasankani isecara kekeluargaani tetapi harusi adai tandai buktii 

secarai itertulis dengani mandatanganii besertai dibubuhii materii 

isecukupnya dani membuati beritai iacara. Karenai apabilai 

dikemudiani ihari terjadii sesuatui yangi tidaki dii inginkani ataui 

salahi satui pihaki melakukani pengingkarani dengani adanyai buktii 

tertulisi dani beritai acarai akani menjadii alati ibukti iyang konkrit76 

d. Arbitrase. Arbitrasei adalahi tempati mencarii keadilani iyang 

penyelesaiani sengketai yangi imerupakan ilembaga independen. 

Arbitrasei dilakukani olehi lembagai ialternatif penyelesaiani 

isengketa (khususnyai ipertanahan) dii iluar pengadilan. Parai 

pihaki yangi memilikii sengketai ipertanahan mempunyaii 

kebebasani memilihi lembagai untuki imencari keadilani dani tidaki 

adai hukumi yangi mengaturi parai ipihak yangi bersengketai untuki 

memilihi dengani carai apai iuntuk menyelesaikani sengketai 

ipertanahan.77 Pembentukani arbitrani pertanahani idimaksudkan 

                                                             
76 Kartini Mulyadi, dkk, Op, Cit., Hal 174 
77 Ibid., Hal 181 
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ilebih imengarah ipada fungsinyai untuki meredami sengketai yangi 

terjadii iseputar perbedaani persepsii dani ekspektasii antarai 

ipemegang ihak atasi tanahi dani pihaki laini yangi memerlukani 

tanahi itersebut dengani penghargaani terhadapi haki atasi itanah. 

iAlasannya dibuati arbitrani pertanahani adalahi sebagaii ialternatif 

iatas penyelesaiani sengketai melaluii jaluri litigasii yangi ikurang 

efektifi dani iefisien, sertai biayai mahali dani prosesi iyang rumit. 

Salahi satui syarati penyelesaiani sengketai tanahi idengan carai 

iarbitrase, yaitui parai pihaki harusi memilikii inota kesepakatan, 

iseperti sebuahi perusahaani mengadakani ikerja sama, harusi adai 

notai kesepakatani kerjai samai yangi iisinya perjanjian-perjanjiani 

kerjai isama. Bilai dikaitkani imasalah sengketai pertanahani tidaki 

mungkini adanyai inota kesepakatani parai pihaki yangi 

ibersengketa, yangi idibuat sebelumi terjadinyai malahi 

ipertanahan.78 iSaat iini penyelesaiani sengketai tanahi melaluii 

iarbitrase dinilaii ilebih cepat, memlikii kepastiani hukumi dani biayai 

iuntuk penyelesiani sengketai tanahi inii lebihi ringani idibandingkan 

dengani carai ilitigasi. 

 

 

                                                             
78 Ibid., 
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2) Penyelesaiani Sengketai Tanahi melaluii iLitigasi. 

Penyelesaiani isengketa tanahi imelalui ilitigasi iyang iartinya 

penyelesaiani sengketai tanahi melaluii ipengadilan. iPenyelesaian 

sengketai tanahi inii dii laksanakani apabilai upaya-upayai musyawarahi 

ataui mediasii tidaki terpenuhii imusyawarah itidak tercapai, isama halnyai 

dengani bilai melakukani ipenyelesaian sengketai tanahi secarai sepihaki 

makai pihaki BPN imengadakan peninjauani kembalii atasi putusani yangi 

telahi dikeluarkani ioleh Pengadilani Tatai Usahai Negarai yangi tidaki 

dapati iditerima ioleh pihaki yangi ibersangkutan. Olehi karenai itui untuki 

imenyelesaikan sengketai pertanahani harusi menunggui keputusani 

yangi idikeluarkan olehi Pengadilani yangi berkekuatani hukumi tetapi 

agari dapati ipara Pejabati Tatai Usahai Negarai yangi melakukani terkaiti 

idengan permasalahani sengketai tanahi dapati mengadakani mutasii iatas 

tanahi yangi ibersangkutan. Hali inii dilakukani untuki imenghindari terjadii 

masalahi dikemudiani harii yangi menimbulkkani ikerugian ibagi pihak-

pihaki yangi berpekarai maupuni pihaki iketiga. 79 

Pemerintahani memangi memilikii fungsii dani tugasi iuntuk 

menyelesaikani permasalahani terkaiti ipertanahan. Adapuni ijika 

terjadinyai masalahi pertanahani makai pemerintahi imagadakan 

Kegiatani pencegahani yangi idilakukan ketegasani idalam 

                                                             
79 Kartini Mulyadi, dkk, Op, Cit., Hal 167 
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memberlakukani ketentuan-ketentuani dalami prosesi ihukum 

pertanahan.80 

Untuki itui Pejabati Pengadilani Tatai Usahai Negarai dii ibidang 

pertanahani yangi terkaiti harusi menerapkani asas-asasi iumum 

pemerintahani yangi ibaik, yaitui untuki melindungii semuai ipihak 

berkepentingani dengani menunggui adanyai putusani yangi itelah 

mempunyaii kekuatani hukumi tetapi (ln Kracht Van Gewijsde). 

Sedangkani Penyelesaiani sengketai tanahi menuruti Arie S. hutagalung, 

dapati diselesaikani melaluii 3 (tiga) icara, iyaitu:81 

1. penyelesaian secara langsung oleh para pihak dengan musyawarah. 
2. Penyelesaian melalui badan peradilan, yaitu diajukan ke pengadilan 

umum secara perdata atau pidna, jika sengketanya mengenai 
penyelesaian pemakaian illegal yang dimungkinkan oleh undang-
undang nomor 51/ PRP/1960 tentang larangan pemakaian tanah 
tanpa izin yang berhak atau kuasanya atau melalui Peradilan Tata 
Usaha Negara. 

3. Melalui Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa (Alternative 
Dispute Resolution). Dengan telah diundangkannya undang-undang 
nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan Altermatif penyelesaian 
Sengketa, maka terdapat suatu kepastian hukum untuk 
mengakomodasi cara penyelesaian sengketa perdata di luar 
peradilan umum. 

 

Penyelesaiani sengketai secarai litigasii adalahi suatui penyelesaiani 

sengketai yangi dilakukani dengani melaluii ilembaga peradilan. 

Penyelesaiani sengketai litigasii dapati dikatakani isebagai penyelesaiani 

                                                             
80 Ibid., Hal 167 
81 Hutagalung, Ari. S, 2002, Serba Aneka Masalah Tanahdalam Kegiatan Ekonomi, Jakarta : 
Badan Penenrbit Fakultas Hukum Indonesia. Hal 372 
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sengketai yangi memaksai salahi satui pihaki iuntuk menyelesaikani 

sengketai dengani perantaraani ipengadilan.82 iDalam Penyelesaiani 

Sengketai Tanahi melaluii jaluri iLitigasi, ilembaga peradilani yangi 

iberwenang, iyaitu : 

1. Peradilan Umum. Peradilan iumum imerupakan isalah isatu 

pelaksanaani kekuasaani kehakimani yangi imemutuskan isuatu 

perkarai secarai adili bagii imasyarakat yangi imencari ikeadilan. 

Pengadilani Negerii bertugasi dani berwenangi imemeriksa, 

memutusi dani menyelesaikani perkarai pidanai dani iperkara 

perdatai dii tingkati ipertama.83 Pengadilani Umumi imerupakan 

Pengadilani Negerii padai tingkatani iKabupaten/Kota. Yangi 

menjadii ruangi lingkupi peradilani umumi inii imemiliki 

kewenangani apabilai dalami prosesi pembuatani sertifakati itanah 

terdapati indikasi-indikasii tindakani pelanggarani terhadapi hukumi 

tanahi yangi berlakui ataupuni ipelanggaran-pelanggaran yangi 

dilakukani olehi salahi satui pihaki ataui pemerintahi iyang saati 

prosesi pembuati sertifikati tanahi tersebuti imelakukan tindakani 

yangi tidaki sesuaii dengani iaturan. Makai darii itui timbuli 

permasalahani pertanahani yangi diselesaikani ioleh pengadilani 

                                                             
82 Jimmy Joses Sembiring, 2011, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Jakarta: 
Visi Media. Hal 10. 
83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 
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iumum.84 Seluruhi sengketai yangi diajukani ike pengadilani umumi 

harusi adai pihaki pelapori ataui ipenggugat dani pihaki terlapori 

ataui itergugat. Jikai pemerintahi iyang melakukani kesalahani 

pemerintahi dalami hali inii adalahi iBadan Pertanahani Nasionali 

(BPN), makai pihaki tergugati iadalah BPN.85  

2. Peradilani Tatai Usahai Negarai (PTUN). Peradilani Tatai iUsaha 

Negarai (PTUN) merupakani salahi satui pelaksanaani ikekuasaan 

kehakimani yangi memutuskani suatui perkarai secarai adili ibagi 

masyarakati yangi mencarii ikeadilan. PTUN bertugasi idan 

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa 

Tata Usaha Negara di tingkat pertama.86  Penyelesaian sengketa 

tanah melalui PTUN, biasanya menyangkut dalam proses 

pembuatan surat kepemilikan tanah termasuk pembuatan sertifikat 

maupun penerbitan setifikat terjadi kesalahan-kesalahan dalam 

penerapan hukumnya. Artinya, tidak seharusnya sesuatu peraturan 

diterapkan akan tetapi diterapkan. Ruang lingkup untuk Peradilan 

Tata Usaha Negara, yaitu apabila permasalahan yang timbul 

diakibatkan oleh para pihak atau badan hukum perdata dengan 

badan atau pejabat tata usaha negara  maka terjadi penerbitan 

                                                             
84 Kartini Mulyadi, dkk, Op, Cit., Hal 168 
85 Ibid., 
86 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 
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putusan pemerintah. Sebenaranya PTUN lebih fokus dalam 

penerapan hukum pertanahan. 87 Putusan PTUN dapat berisi 

mengenai pencabutan surat keputusan TUN / pejabat negara, jika 

dinyatakan dalam proses pembuatan surat keputusan menyalahi 

aturan hukum yang ada atau adanya penyimpangan hukum dalam 

penerapannya. Adapun kelemahan PTUN, yaitu tidak memiliki 

lembaga eksekutor (lembaga pelaksana putusan). Hal ini dapat 

mengakibatkan waktu tidak terbatas dalam memutuskan suatu 

putusan dan dalam penerapannya yangmemakan waktu. Maka jika 

hal itu terjadi lembaga pemerintah harus mengeluarkan surat 

keputusan baru terhadap permasalahan yang diajukan ke PTUN.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
87 Kartini Mulyadi, dkk, Op, Cit., Hal 169 
88 Ibid., Hal 170 
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D. Landasan Teori. 

1. Teori Kepastian Hukum.  

Di negara berkembang, ada dua pengertian tentang kepastian hukum 

menurut Gustav Radburch, yaitu kepastian oleh karena hukum dan 

kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh  karena hukum 

menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak 

kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum 

yang berguna. Sedangkan kepastian  dalam atau dari hukum tercapai 

apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang, dalam 

undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan 

(Undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti). Undang-

undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan undang-

undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan 

secara berlain-lainan.89 

Dan juga, disebutkan bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam 

hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. 

Dalam pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung 

perlindungan bagi kedua bela pihak yang berselisih tehadap tindakan 

hakim yang sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena hukum 

                                                             
89 “E Utrecht, 1959, Pengantar dalam Hukum Indonesia, cetakan keenam, Jakarta: Ichtiar 
Baru, Hal. 26” 
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dimaksudkan bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu 

dengan pihak yang lain.90 

2. Teori Pembuktian. 

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat 

bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-

cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara 

bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang 

pengadilan.91 Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau 

keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang 

saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak 

terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.92  

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa 

pengertian, yaitu : 

a. Membuktikan dalam arti logis, berarti member kepastian yang bersifat 

mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan 

adanya bukti lawan.  

                                                             
90 Ibid., Hal 25 
91 Alfitra, Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan dan Korupsi di Indonesia, 
Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011, hal. 28. 
92 Admani Chazawi, 2008, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Alumni, Hal. 
24. 
 



69 
 

b. Membuktikan dalam arti konvensional berarti memberi kepastian, 

tetapi bukan kepastian mutlak ,melainkan kepastian yang relatif dan 

sifatnya mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut :93 

1) Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga 

bersifat intuitif dan disebut conviction intime. 

2) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga 

disebut conviction raisonee. 

3) Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata) 

tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim 

yang memeriksa perkara, guna memberi kepastian tentang 

kebenaran peristiwa yang diajukan. 

Alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan akan dilakukan 

penilaian oleh hakim. Pada umumnya sepanjang undang-undang tidak 

mengatur, sebaliknya Hakim bebas untuk menilai pembuktian. Dalam hal 

ini, pembentukan undang-undang dapat mengikat hakim pada alat-alat 

bukti tertentu (misalnya alat bukti surat), sehingga hakim tidak bebas 

menilainya. Sebaliknya, pembentukan undang-undang dapat 

menyerahkan dan memberi kebebasan pada hakim dalam menilai 

pembuktian terhadap alat bukti, misalnya keterangan saksi yang 

mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan pada 

                                                             
93 Sudikno Mertokusumo, Op, Cit., Hal. 127 
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hakim untuk menilai pembuktiannya, hakim boleh terikat atau tidak terikat 

pada keterangan yang diberikan oleh saksi.94  

                                                             
94 Efa Laela Fakhriah, 2013, Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata, Cetakan ke-
2, Bandung:PT. Alumni, Hal. 40 
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E. Kerangka Pikir. 

 

. 

 

  

Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian 
Sengketa Tanah yang mengalami Bencana 

Alam di Kota Palu 

Terwujudnya Kepastian Hukum dalam Penyelesaian 

Sengketa Tanah yang Mengalami Bencana Alam 

 
 

Timbulnya sengketa tanah yang 
diakibatkan bencana alam di kota 
palu 
Indikator : 
 
- Aspek Fisik Geografis 

- Aspek Yuridis 

Peran pemerintah daerah dalam 
penyelesaian sengketa tanah 
yang mengalami bencana alam 
di kota palu. 
Indikator : 
 
- Aspek Kebijakan 
- Aspek Kewenangan 
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F. Definisi Operasional. 

Beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

1) Hak atas tanah adalah Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai 

yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 

permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan 

dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan 

orang lain serta badan-badan hukum. 

2) Hak Bangsa adalah semacam Hak Ulayat yang berarti dalam konsepsi 

hukum tanah nasional hak tersebut merupakan hak penguasaan atas 

tanah yang tertinggi. 

3) Hak Menguasai Negara adalah Suatu Konsep yang mendasarkan pada 

pemahaman bahwa negara adalah Suatu Orgaranisi kekuasaan dari 

seluruh rakyat Indonesia, sehingga bagi pemilik kekuasaan, upaya 

mempengaruhi pihak lain menjadi sentral yang dalam hal ini di pegang 

oleh negara 

4) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang atas tanah. 

5) Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 

langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam 

pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. 
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6) Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan 

jangka waktu paling lama 30 tahun. 

7) Hak Pakai adalah suatu hak untuk menggunakan dan atau memungut 

hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang 

lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan di dalam 

keputusan perjanjian oleh Pejabat yang berwenang memberikannya atau 

didalam perjanjian dengan pemilik tanahnya. 

8) Bencana (disaster) merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat 

yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun 

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

9) Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya 

yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya 

bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi 

10) sengketa pertanahan adalah Perselisihan yang terjadi antara dua pihak 

atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk 

penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan 

melalui musyawarah atau melalui pengadilan. 
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11) Penyelesaian sengketa tanah adalah upaya untuk menyelesaikan 

perselisihan pertanahan. 

12) Negoisasi adalah penyelesaian sengketa melalui kompromi antara pihak-

pihak yang berengketa, tanpa mengundang kehadiran pihak ketiga untuk 

menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka. 

13) Mediasi merupakan intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi 

oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak 

mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu 

para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara 

sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan. 

14) Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa alternatif yang 

melibatkan pihak ketiga untuk diikutsertakan daam penyelesaian 

sengketa, yaitu seperti seorang profesional atau ahli. 

15) Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga 

alternatif penyelesaian sengketa (khususnya pertanahan) di luar 

pengadilan 

 

 

 

 

 


